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ABSTRAK
PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KOTA DUMAI

NAMA 	: TIARA LESTARI
NIM 	: 2110090811012

[bookmark: _Hlk207658076]Pelayanan publik merupakan pedoman yang harus ditaati oleh pemberi maupun penerima layanan agar proses pelayanan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah umumnya masih belum sesuai harapan. Dari observasi yang dilakukan penulis, ditemukan beberapa permasalahan di Kantor SAMSAT Kota Dumai, antara lain: masih adanya kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur kepengurusan pelayanan dan masih kurangnya kepekaan masyarakat akan syarat-syarat yang telah di tetapkan oleh Kantor SAMSAT.
[bookmark: _Hlk207658287]Teori yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada (Harbani, 2007) yang mencakup lima indikator pelayanan, yaitu efisiensi, efektivitas, responsivitas, kualitas layanan, dan akuntabilitas. Populasi dan sampel penelitian berjumlah 74 orang yang terdiri dari pegawai dan masyarakat pengguna layanan. Teknik pengambilan sampel menggunakan sensus sampling dan purposive sampling untuk pegawai dan insidental sampling untuk masyarakat. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dengan Teknik pengumpulan melalui angket dan wawancara. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dengan skala penilaian (rating scale).
[bookmark: _Hlk207658394]Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima indikator pelayanan, Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai dikategorikan BAIK, dengan rekapitulasi total skor 3.080 berada pada interval 1.110–3.330. Faktor pendukung penelitian ini adalah adanya efektivitas, kualitas layanan, dan akuntabilitas, yang ditandai oleh ketepatan Waktu penyelesaian layanan, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta transparansi dalam proses pembayaran. Faktor penghambat adalah masih kurangnya efisiensi pelayanan, ditandai dengan prosedur layanan yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, serta akuntabilitas yang rendah akibat kurang tanggapnya pelayanan pegawai terhadap pertanyaan dan kurangnya ketersediaan informasi dalam pelayanan.
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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pelayanan pada dasarnya merupakan serangkaian aktivitas, sehingga proses pelayanan tersebut bersifat rutin dan berkelanjutan serta melibatkan seluruh aspek kehidupan berorganisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksud dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama antara penerima dan pemberi pelayanan. 
Pelayanan publik yang diadakan oleh aparatur negara saat ini masih banyak memiliki kekurangan, sehingga belum dapat memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya keluhan masyarakat yang disebarluaskan melalui media massa dan dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur negara. Mengingat tugas utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah harus terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan.
Pelayanan adalah suatu jenis kegiatan layanan yang disediakan oleh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah, serta BUMN dan BUMD dalam bentuk barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, istilah lain yang mirip dengan pelayanan adalah pengabdian dan pengayoman.
Paradigma baru pelayanan publik menghadirkan masyarakat sebagai pengguna layanan dan pemerintah sebagai penyedia layanan. Sesuai dengan fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, pemerintah seharusnya memonitor dan memperhatikan kepuasan serta pendapat masyarakat sebagai pihak yang dilayani.
Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah (Otonomi) dalam usaha mewujudkan kesejahteraan umum melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Nilai akuntabilitas terhadap pelayanan yang diberikan dapat menimbulkan rasa percaya masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. 
Pelayanan yang baik memegang peranan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini berfungsi sebagai dasar utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Ketika masyarakat merasakan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi melalui pelayanan yang jujur dan berkualitas, tingkat kepuasan serta hubungan baik dengan pemerintah pun akan terjaga dengan lebih baik.
Seorang administrator di harapkan tercermin sifat-sifat memberikan pelayanan publik, pengabdian kepada kepentingan umum dan memberikan pengayoman kepada masyarakat lemah dan kecil. Aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan kelompok, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih memuaskan, lebih berkualitas, lebih murah, lengkap dan tuntas.
Cara masyarakat memandang pelayanan publik, yang sering kali disebut sebagai persepsi masyarakat, menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan sebuah pelayanan. Persepsi ini terbentuk dari pengalaman langsung serta cerita-cerita yang beredar di sekitar mereka. Selain itu, nilai-nilai dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat juga turut mempengaruhi penilaian terhadap suatu pelayanan. 
Dengan memberikan pelayanan yang benar-benar memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, persepsi positif akan terbentuk dengan sendirinya, sehingga dapat memperkuat rasa percaya dan dukungan masyarakat terhadap penyelenggara layanan.
Persepsi masyarakat terhadap layanan pemerintah umumnya masih belum memenuhi harapan. Hal ini tercermin antara lain dari banyaknya keluhan atau laporan masyarakat, misalnya mengenai prosedur pelayanan dan mekanisme kerja yang rumit.
Pelayanan publik harus ditingkatkan dalam hal transparansi, dengan menyajikan informasi yang lebih lengkap dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengembangan integrasi sistem dan penyediaan sarana serta prasarana yang memadai tetap menjadi prioritas. Pentingnya kepastian hukum, waktu, dan biaya juga harus diperhatikan. Untuk memastikan pelayanan yang lebih optimal dan bertanggung jawab, kita akan terus berupaya membatasi praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Persepsi bersifat subjektif karena tergantung pada kemampuan dan keadaan masing-masing individu, sehingga dapat diartikan secara berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Dengan demikian, persepsi merupakan proses pengolahan individu, yaitu memberikan tanggapan, makna, gambaran atau penafsiran terhadap apa yang dilihat, didengar atau dirasakan melalui pancaindra dalam bentuk sikap, pendapat dan perilaku yang disebut perilaku individu.
Peningkatan kinerja pelayanan publik memiliki dampak yang luas, terutama terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Kinerja birokrasi yang baik menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) adalah lembaga pemerintah yang menangani semua kebutuhan Pemerintah Kota Hildawati/Publika: JIAP Vol. 7 No. 1 / 2021 21 terkait dokumen kendaraan bermotor serta penggunaan jalan. Dalam menjalankan tugas tersebut, SAMSAT berkolaborasi dengan kepolisian, Asuransi Jasa Raharja, dan pemerintah provinsi (Hildawati, 2021). 
Konsep pelayanan satu atap ini sejalan dengan PP No. 96 Tahun 2012 sebagai pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik, khususnya Pasal 14 ayat 2 huruf b yang menyatakan bahwa sistem pelayanan terpadu secara fisik dapat diselenggarakan melalui sistem pelayanan terpadu satu atap. Oleh karena itu, jelaslah bahwa Samsat tidak bisa memisahkan diri dari kegiatan pelayanan publik. Hal ini juga berlaku untuk Samsat Dumai. Sebagai salah satu instansi pemerintah, Samsat Dumai memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugasnya sebagai aparatur negara sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009, yakni memberikan pelayanan publik.
PERPRES No. 05 Tahun 2015 adalah tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Tujuan Samsat adalah memberikan layanan Registrasi dan Identifikasi (Regident) kendaraan bermotor (Ranmor), pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan iuran wajib dana kecelakaan lalu lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLAJ) secara terpadu dan terkoordinasi dengan cepat, akurat, transparan, tertelusur, dan informatif. Ruang lingkup pelayanan Samsat mencakup:
a. Regident Ranmor
Regiden Ranmor yang dimaksud meliputi:
1. Pendaftaran Ranmor baru;
2. Pendaftaran perubahan identitas Ranmor dan pemilik;
3. Pembaharuan pendaftaran Ranmor; dan/atau
4. Pendaftaran pengesahan Ranmor.
Selain kegiatan dimaksud, layanan Regident Ranmor juga meliputi:
1. Pemblokiran dokumen Regident Ranmor yang terkait dengan tindak pidana;
2. Penggantian dokumen Regident Ranmor; dan
3. Pembatalan plat nomor Ranmor
b. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
Pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dimaksud meliputi:
1. PKB (Pajak Kendaraan Bermotor); dan
2. BBN-KB (Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor).
c. Pembayaran SWDKLLAJ.
SWDKLLAJ sebagaimana dimaksud terdiri atas:
1. SWDKLLJ; dan
2. Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (DPWKP). Pembayaran DPWKP dapat dilakukan sesuai rencana di Kantor Bersama Samsat.
Samsat dikelola oleh tiga instansi, yaitu: Ditlantas Polda, PT Jasa Raharja (Persero), Kantor Wilayah Pajak Daerah atau Provinsi.
Salah satu Visi dari Kantor SAMSAT Kota Dumai adalah “Terwujudnya pelayanan yang prima, kepada masyarakat dalam pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor”. Adapun Motto yang ada pada Kantor SAMSAT Kota Dumai adalah “Melayani dengan cepat, Tepat, dan Ramah”. Untuk mewujudkan dan merealisasikan Visi yang telah disepakati, Maka ditetapkan Misi antara lain :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Melaksanakan tugas secara profesional dengan berpedoman pada SOP & JOB DESCRIPTION.
3. Menciptakan lingkungan kerja bebas KKN & GRATIFIKASI.
4. Menerapkan sistem online berbasis IT & mekanisme yang terpadu dalam pelayanan.
5. Memberikan pelayanan yang cepat, akurat, nyaman, transparan, akuntabel, informatif & mudah di akses.
6. Menyelenggarakan sistem forensik kepolisian, sistem kontrol kendaraan yang berkeselamatan dan jaminan legitimasi keabsahan kepemilikan kendaraan bermotor.
7. Membudayakan sikap yang komunikatif & informatif dalam pelayanan.
8. Membudayakan 4K : keterbukaan, komunikasi, koordinasi, & kebersamaan antar instansi/penjabat pelaksanaan SAMSAT.
9. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Negara.
Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai berfungsi sebagai pusat pelayanan yang melibatkan tiga instansi penting: Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan PT Jasa Raharja (Persero). Masing-masing instansi memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikut cakupan peran masing-masing instansi:
1. Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
Polri bertanggung jawab atas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (Regident Ranmor). Mereka memastikan legalitas kendaraan dengan mengelola penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Selain itu, Polri juga berperan dalam pengawasan hukum terkait dokumen kendaraan dan memberikan layanan pengesahan STNK tahunan.
2. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
Bapenda berperan dalam pengelolaan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Mereka menyediakan layanan pembayaran pajak tahunan, baik di kantor maupun melalui inovasi seperti Samsat Tanjak yang menjangkau masyarakat di pelosok. Bapenda juga memastikan akurasi data wajib pajak dan memfasilitasi pembayaran yang mudah, termasuk melalui layanan elektronik seperti e-Samsat.
3. PT Jasa Raharja (Persero)
PT Jasa Raharja bertugas mengelola pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Dana ini digunakan untuk memberikan perlindungan asuransi kepada pengguna jalan yang mengalami kecelakaan. Jasa Raharja memastikan masyarakat mendapatkan manfaat perlindungan tersebut dengan memproses klaim secara cepat dan transparan.
Ketiga instansi ini bekerja sama dalam menjalankan fungsi layanan di SAMSAT Kota Dumai, menciptakan sistem pelayanan satu atap yang efisien dan efektif. Dengan kolaborasi ini, masyarakat dapat menikmati layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus memenuhi kewajiban mereka dengan lebih mudah.
Pelayanan publik di Kantor SAMSAT Kota Dumai tidak hanya dapat diakses di kantor utama, tetapi juga diperluas melalui kehadiran layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP). Langkah ini diambil untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan dengan konsep one gate service, yang menyediakan layanan secara terpadu. Namun, dalam penelitian ini, peneliti hanya fokus pada proses pelayanan yang berlangsung di Kantor SAMSAT Kota Dumai, yang terletak di Jalan Sultan Syarif Kasim, Bintan, Kecamatan Dumai Kota.
Pelayanan yang diberikan sangat penting untuk kejelasan agar persepsi yang dibangun dengan informasi yang jelas memberikan dampak positif bagi pengguna layanan. Adapun alur pelayanan memberikan citra positif bagi pengguna layanan salah satunya mereka ingin mengetahui akses untuk prosedur layanan, adapun prosedur layanan yang  harus di tempuh oleh pengguna layanan pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai. 
Salah satu akses penting bagi masyarakat sebagai pengguna layanan adalah mengetahui bagaimana prosedur layanan, dalam hal ini prosedur layanan akan dijelaskan melalui alur pelayanan pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai.
Adapun alur pelayanan atau Prosedur Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai.


Bagan I.1
Alur Pelayanan Pengesahan 1 Tahun Pada Kantor SAMSAT Kota Dumai
REGISTRASI
INPUT DATA
WAJIB PAJAK


PENETAPAN
KASIR
CETAK SKPD






Bagan I.2
Pelayanan Perpanjangan STNK 5 Tahun dan Bea Balik Nama, Mutasi & Rubentina Pada Kantor SAMSAT Kota Dumai
Cek fisik kendaraan bermotor
Wajib Pajak
Registrasi



 POLRES (SATLANTAS) bagian BPKB
SAMSAT (bagian penetapan)
Input Data




CETAK STNK/SKPD
Kasir



Sumber data:	Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai tahun 2025

Bagan I.1 Pengesahan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Dumai dimulai ketika wajib pajak datang untuk mengurusnya. Pertama, wajib pajak mendaftarkan diri dan kendaraannya ke petugas. Petugas kemudian memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Setelah data selesai dimasukkan, Selanjutnya, wajib pajak diarahkan ke POLRES (SATLANTAS) bagian BPKB untuk proses lanjutan. Setelah selesai, wajib pajak kembali ke SAMSAT untuk proses penetapan. Kemudian petugas memeriksa dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Wajib pajak lalu diarahkan ke kasir untuk membayar sesuai jumlah yang ditetapkan. Setelah pembayaran selesai, petugas mencetak SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai bukti pembayaran dan pengesahan pajak. SKPD ini diberikan kepada wajib pajak sebagai tanda bahwa pajak kendaraan untuk satu tahun sudah sah.
Bagan I.2 Proses perpanjangan STNK lima tahunan, balik nama, mutasi, dan rubentina di Kantor SAMSAT Kota Dumai dimulai dengan kedatangan wajib pajak untuk mengurus administrasi. Lalu memeriksa kondisi fisik kendaraan guna memastikan data kendaraan sesuai dengan yang terdaftar. Setelah itu, wajib pajak melakukan registrasi agar data kendaraan dan pemiliknya bisa dicatat dalam sistem. Petugas kemudian memproses data tersebut untuk menentukan jumlah pajak dan biaya administrasi yang harus dibayar. Setelah jumlahnya ditentukan, wajib pajak membayar di kasir sesuai ketentuan. Ketika pembayaran selesai, petugas mencetak STNK baru dan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai bukti resmi. Dokumen tersebut diberikan kepada wajib pajak sebagai tanda bahwa proses perpanjangan atau pengurusan kendaraan telah selesai.
Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Samsat, pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP ini mencakup berbagai biaya administrasi seperti pengurusan STNK (penerbitan baru dan perpanjangan), STCK, TNKB, mutasi kendaraan keluar daerah, serta BPKB (penerbitan baru dan penggantian kepemilikan), yang tarifnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Rincian lengkap mengenai tarif PNBP ini, termasuk biaya untuk Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) pilihan, akan tertera dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan oleh petugas setelah proses perhitungan.
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai dapat dilihat sebagai berikut:
A. Jenis Dan Tarif
1. Tarif Penerbitan STNK Baru Dan Perpanjangan
a) R2/R3		:	Rp. 100.000
b) R4 LEBIH		:	Rp. 200.000
2. Tarif SKCK	
a) R2/R3 		:	Rp.   25.000
b) R4 LEBIH		:	Rp.   50.000
3. Tarif TNKB
a) R2/R3 		: 	Rp.   60.000
b) R4 LEBIH		: 	Rp. 100.000
4. Surat Mutasi Keluar Daerah
a) R2/R3		:	Rp. 150.000
b) R4 LEBIH		:	Rp. 200.000
5. Tarif BPKB Baru Dan Ganti Pemilik
a) R2/R3		:	Rp. 225.000
b) R4 LEBIH		: 	Rp. 375.000
B. Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan)
1. BIT NRKB Pilihan Untuk 1 (Satu) Angka
a) Tidak Ada Huruf Belakang Angka	: Rp. 20.000.000
b) Ada Huruf Belakang Angka		: Rp. 15.000.000
2. BIT NRKB Pilihan Untuk 2 (Dua) Angka
a) Tidak Ada Huruf Belakang Angka	: Rp. 15.000.000
b) Ada Huruf Belakang Angka		: Rp. 20.000.000
3. BIT NRKB Pilihan Untuk 3 (Tiga) Angka
a) Tidak Ada Huruf Belakang Angka	: Rp. 10.000.000
b) Ada Huruf Belakang Angka		: Rp.   7.500.000
4. BIT NRKB Pilihan Untuk 4 (Empat) Angka
a) Tidak Ada Huruf Belakang Angka	: Rp.   7.500.000
b) Ada Huruf Belakang Angka		: Rp.   5.000.000
Adapun jadwal pelayanan Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai dapat dilihat pada tabel I.1 dibawah ini:
Tabel I.1
Jadwal Pelayanan Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai
	HARI
	JAM

	Senin-Kamis
	08.00 s.d 14.00 WIB

	Jumat
	08.00 s.d 11.00 WIB

	Sabtu
	08.00 s.d 12.00 WIB


Sumber Data: Kantor SAMSAT Kota Dumai Tahun 2025
	Tabel I.1 di atas menunjukkan bahwa Jadwal Pelayanan di Kantor SAMSAT Kota Dumai yang sudah ditetapkan yaitu hari senin sampai dengan hari sabtu. Untuk jadwal pelayanan dimulai pukul 08.00 WIB dan istirahat pukul 12.00 WIB. Berdasarkan NOTA-DINAS Nomor : 800/BAPENDA/499 tentang Pengaturan Pakaian Dinas Harian Dan Jam Kerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
	Adapun jenis pelayanan dan persyaratan pelayanan pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel I.2 dibawah ini:
Tabel I.2
Jenis Pelayanan dan Persyaratan Pelayanan Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai
	NO
	JENIS-JENIS PELAYANAN
	PERSYARATAN PELAYANAN

	1
	Pengesahan Ulang (Satu Tahunan)
	1. Identitas
a. Perorangan:
· Jati diri Wajib Pajak KB (e- KTP / Suket & Kartu Keluarga asli).
· Jika berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
b. Badan hukum:
· Nomor Induk Berusaha (NIB)
· Nomor Pokok Wajib Pajak
· Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum, dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan
· Fotocopy KTP asli yang dikuasakan.
2. Instansi pemerintah termasuk BUMN dan BUMD:
· Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan; dan
· Melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa.
3. STNK Asli
4. SKPD Asli

	2
	Perpanjangan STNK/TNKB (Lima Tahunan)
	1. Identitas:
a. Perorangan
· Jati diri Wajib Pajak KB (e- KTP / Suket & Kartu Keluarga asli).
· Jika berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
b. Badan hukum:
· Nomor Induk Berusaha (NIB)
· Nomor Pokok Wajib Pajak
· Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum, dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan.
· Fotocopy KTP asli yang dikuasakan.
c. Instansi pemerintah termasuk BUMN dan BUMD:
· Surat kuasa bermaterai cukup menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan; dan
· Melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa.
2. STNK Asli
3. SKPD Asli
4. BPKB asli dan fotokopi BPKB atau dalam hal BPKB dijadikan jaminan bank, harus disertakan surat bukti pengagunan BPKB dan/atau surat keterangan bermaterai cukup dari kreditur;
5. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
6. Keterangan buka blokir dalam hal STNK berada dalam status blokir

	3
	Penggantian STNK Hilang/Rusak (Duplikat)
	1. Identitas.
a. Perorangan:
· Jati diri Wajib Pajak KB (e- KTP / Suket & Kartu Keluarga asli)
· Jika berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
b. Badan Hukum:
· Nomor Induk Berusaha (NIB)
· Nomor Pokok Wajib Pajak
· Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan;
· Fotocopy KTP asli yang dikuasakan.
c. Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD:
· Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan; dan
· Melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa.
2. BPKB asli dan fotocopy.
3. Surat Keterangan pembayar pajak terakhir.
4. Surat pernyataan kehilangan mengenai STNK yang hilang bermeterai cukup.
5. Surat keterangan hilang dari unit pelaksana Regident penerbit STNK.
6. Bukti Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor

	4
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (Pendaftaran Kendaraan Baru)
	1. Identitas
a. Perorangan:
· Jati diri Wajib Pajak KB (e- KTP / Suket & Kartu Keluarga asli)
· Jika berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
b. Badan Hukum:
· Nomor Induk Berusaha (NIB)
· Nomor Pokok Wajib Pajak
· Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan;
· Fotocopy KTP asli yang dikuasakan.
c. Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD:
· Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan; dan
· Melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa.
2. Faktur Pembelian 
3. Sertifikat  Registrasi  Uji  Tipe dan SUT
4. Bukti Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor

	5
	Perubahan Identitas Kendaraan Bermotor dan Pemilik Kendaraan Bermotor
	1. Identitas
a. Perorangan:
· Jati diri Wajib Pajak KB (e- KTP / Suket & Kartu Keluarga asli)
· Jika berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
b. Badan Hukum:
· Nomor Induk Berusaha (NIB)
· Nomor Pokok Wajib Pajak
· Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan
· Fotocopy KTP asli yang dikuasakan.
c. Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD:
· Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan; dan
· Melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa.
2. STNK asli
3. SKPD asli
4. Tanda bukti pendaftaran BPKB
5. Bukti Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor

	6
	Bea Balik Nama/Registrasi Ulang Kendaraan Dalam Kab/Kota
	1. Identitas pemilik baru
a. Perorangan:
· Jati diri Wajib Pajak KB (e- KTP / Suket & Kartu Keluarga asli)
· Jika berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
b. Badan Hukum:
· Nomor Induk Berusaha (NIB)
· Nomor Pokok Wajib Pajak 
· Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan;
· Fotocopy KTP asli yang dikuasakan.
2. STNK asli.
3. SKPD tahun terakhir.
4. Tanda bukti pendaftaran BPKB.
5. Selanjutanya:
a. Kwintansi pembelian bermaterai cukup bagi pemindahan tangan karena jual beli;
b. Risalah lelang Rannmor dan/atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pemindahan tangan karena lelang;
c. Akta hibah yang ditandatangani oleh pemberi hibah dan/atau para ahli waris bagi pemindahan tangan karena hibah;
d. Akte penyertaan bagi pemindahan tangan karena penyertaan Rannmor sebagai modal,
e. Akte	pemindahan	tangan bagi perusahaan karena penggabungan, pemindahan tangan karena perbedaan
f. Surat keterangan kematian dan/atau surat ahli waris atau akte notaris bagi pemindahan karena warisan.
6. Bukti Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor

	7
	Bea Balik Nama/ Registrasi Ulang Antar Kab/Kota Dan Mutasi Dari Luar Provinsi
	1. Identitas pemilik baru
a. Perorangan:
· Jati diri Wajib Pajak KB (e- KTP / Suket & Kartu Keluarga asli)
· Jika berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup
b. Badan Hukum:
· Nomor Induk Berusaha (NIB)
· Nomor Pokok Wajib Pajak
· Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan;
· Fotocopy KTP asli yang dikuasakan.
2. Tanda bukti penerimaan BPKB dan STNK dari unit pelaksana regident asal.
3. Tindakan surat pengantar mutasi.
4. Tanda bukti pendaftaran BPKB. 
5. Selanjutnya:
a. Kwintansi pembelian bermaterai cukup bagi pemindahan tangan karena jual beli;
b. Risalah lelang Rannmor dan/atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pemindahan tangan karena lelang;
c. Akta hibah yang ditandatangani oleh pemberi hibah dan/atau para ahli waris bagi pemindahan tangan karena hibah;
d. Akte penyertaan bagi pemindahan tangan karena penyertaan Rannmor sebagai modal;
e. Akte pengabungan bagi pemindahan tangan karena penggabungan perusahaan berbadan hukum; atau
f. surat keterangan kematian dan persetujuan para ahli waris atau akte notaris bagi pemindahan tangan karena warisan;
5. Bukti Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor mutasi masuk.
6. Surat keterangan Fisikal dari daerah asal.
7. File dasar kendaraan

	8
	Mutasi ke Luar Provinsi
	1. Identitas
a. Perorangan:
· Jati diri Wajib Pajak KB (e- KTP / Suket & Kartu Keluarga asli).
· Jika berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
b. Badan Hukum:
· Nomor Induk Berusaha (NIB)
· Nomor Pokok Wajib Pajak
· Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan;
· Fotocopy KTP asli yang dikuasakan.
c. Instansi	Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD:
· Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan; dan
· Melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa.
2. Tanda bukti penerimaan penyerahan BPKB dan STNK dari unit pelaksana regident asal.
3. Tindakan surat pengantar mutasi.
4. Selanjutnya:
a. Kwintansi pembelian bermaterai cukup bagi pemindahan tangan karena jual beli;
b. Risalah lelang Rannmor dan/atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pemindahan tangan karena lelang;
c. Akta hibah	yang ditandatangani oleh pemberi hibah dan/atau para ahli waris bagi pemindahan tangan karena hibah;
d. Akte penyertaan bagi pemindahtanganan karena penyertaan Rannmor sebagai modal;
e. Akte penggabungan bagi pemindahtanganan karena penggabungan perusahaan berbadan hukum; atau surat keterangan kematian dan persetujuan para ahli waris atau akte notaris bagi pemindahan tangan karena warisan;
5. Bukti Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor

	9
	E-Samsat Riau
	1. Identitas
a. Perorangan:
· Jati diri Wajib Pajak KB (e- KTP / Suket & Kartu Keluarga asli)
· Jika berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
2. STNK Asli
3. SKPD Asli
4. Struk atau Tanda Bukti pembayaran Bank


Sumber Data: Kantor SAMSAT Kota Dumai Tahun 2025
Dari Tabel I.2 diatas terdapat beberapa jenis-jenis pelayanan dan persyaratan yang diperlukan untuk melakukan suatu kepengurusan yang ada di Kantor SAMSAT Kota Dumai.
Tabel diatas juga berfungsi untuk mempermudah masyarakat agar mudah untuk mendapatkan informasi pelayanan, sehingga masyarakat merasa bahwa pelayanan yang didapatkan mendapat jaminan yang dapat memudahkan mereka dalam memperoleh pelayanan. 
Adapun untuk mendapatkan data jumlah layanan sesuai jenis pelayanan, penulis menemui langsung staff pelaksana SAMSAT Kota Dumai. Penulis bermaksud mengkonfirmasi data jenis dan jumlah layanan. Namun, saat dikonfirmasi, pegawai SAMSAT menyampaikan informasi berikut:
“Kami tidak punya data yang memang dibuat berdasarkan jenis dek tapi kalau adek mau data yang STNK yang hanya berdasarkan pembayaran ada. Kalau rekap jenis dan jumlah layanan kita tak pernah buat, tapi kalau mau tau layanan apa saja yang ada bisa saya jawab”.

Kemudian, untuk data pelayanan sebagaimana yang sudah di wawancarai terkait dengan STNK dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel I.3 dibawah ini:
Tabel I.3
Jumlah Pelayanan Pengurusan Pelayanan STNK Pada Kantor SAMSAT Kota Dumai Tahun 2022-2024
	NO
	TAHUN
	TOTAL

	1
	2022
	9.408

	2
	2023
	11.912

	3
	2024
	10.155


Sumber Data: Kantor SAMSAT Kota Dumai Tahun 2025
Berdasarkan Tabel I.3 di atas dapat diketahui bahwa jumlah pelayanan STNK yang  lakukan oleh Kantor SAMSAT Kota Dumai tiga tahun terakhir yaitu 2022 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Seperti yang dapat dilihat dari Tabel diatas, pada tahun 2022 ada 9.408 kepengurusan, sedangkan pada tahun 2023 ada 11.912 kepengurusan dan pada tahun 2024 ada 10.155 kepengurusan.
Selain itu, saat observasi  penulis mewawancarai salah seorang masyarakat yang melakukan pengurusan di kantor SAMSAT, yaitu ibu Evi pada hari Selasa 14 Januari jam 10.00 menyatakan:
“Prosedur disinini bebelit-belit rasa kakak dek, kadang rasa awak dah lengkap tapi ada aja yang kurang, trus tu kalau udah dipelayanan yang satu, tapi tidak diarahkan lagi kemana dokumennya akan dikasi kemana al hasil kita malah nunggu lama”.

Selanjutnya saya mewawancarai kak Nur yang berusia 36 tahun pada tanggal 20 Januari 2025, beliau mengatakan:
“Arahan dari pegawainya kurang dek, padahal ada drive thru juga ternyata disini. Ini engga ada yang ngarahin jadinya kita ngantri lah lama-lama dalam ruangan ni”.

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa sebenarnya yang kurang paham adalah masyarakat, tetapi nyatanya masyarakat berpendapat bahwa pegawai yang kurang optimal dalam hal mengurus pelayanan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri
Oleh karena itu jelas bahwa misi pemerintah dalam memberikan pelayanan bukan profit oriented (mencari keuntungan), melainkan sebagai kewajiban yang harus diberikan pemerintah kepada rakyatnya. Pemerintah harus tetap memperlakukan setiap orang dengan adil dan tanpa memandang status sosial.
Setiap organisasi publik terutama yang langsung berhadapan dengan masyarakat diharapkan untuk dapat meningkatkan kinerjanya kepada masyarakat dan selalu berfokus kepada pencapaian layanan, sehingga pelayanan yang diberikan diharapkan dapat memenuhi keinginan serta kepuasan masyarakat. Untuk itu sangat dibutuhkan pelayanan yang efektif agar masyarakat yang dilayani merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai”.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan Latar Belakang yang telah di kemukakan di atas, penulis menemukan beberapa gejala masalah, antara lain:
1. Masyarakat masih kurang memahami prosedur pengurusan pelayanan dan menganggapnya terbelit-belit.
2. Masyarakat masih kurang memperhatikan persyaratan yang di tetapkan oleh Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai. 
b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Masyarakat Tentang Pelayanan Publik Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai.
2. Kegunaan Penelitian
a. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai dalam meningkatkan pelayanan pada masa yang akan datang.
b. Sebagai bahan pengembangan dan penerapan ilmu administrasi khususnya pelayanan. 
c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian pada kasus yang sama. 

BAB II

TELAAH PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Persepsi Masyarakat
Menurut Kartini Kartono persepsi adalah pengamatan secara global, belum disertai kesadaran, sedang subyek dan obyeknya belum terbedakan satu dari yang lainnya (baru ada proses memiliki tanggapan) (Jafar, 2019). Sedangkan menurut Supranto berpendapat "Persepsi adalah sikap pelanggan mengenai mutu suatu jasa dan kepuasan menyeluruh, mereka memiliki beberapa indikator/petunjuk yang bisa dilihat" (Tarigan, 2019).
Menurut Edward de Bono "Persepsi adalah tahap pertama proses berfikir. Tahap kedua ialah logik. Persepsi mempengaruhi apa yang dilihat oleh logik. Ringkasnya persepsi menentukan logik (Joanes, 2014). Sedangkan Atkinson dkk Persepsi adalah penelitian bagaimana kita mengintegrasikan sensori ke dalam perspect obyek dan bagaimana kita selanjutnya menggunakan perspect itu untuk mengenali dunia (Perspect adalah hasil dari perspectual) (Jafar, 2019).
Menurut Sumarwan menjelaskan bahwa persepsi pada diri konsumer. terjadi ketika salah satu panca indera konsumen menerima input dalam bentuk stimulus (Herlinawati, 2020). Sedangkan menurut Robbins Stephen Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka (Alizamar, 2016).
Menurut (Tarigan, 2019) mengemukakan bahwa "Persepsi itu dalam arti sempit ialah pengelihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana cara seseorang memandang atau mengartikan sesuatu". Menurut Abdullah dan Ainon  "Persepsi ialah tafsiran apa yang dilihat oleh mata, atau dengan kata lain, persepsi ialah makna yang diberikan pada apa yang mata saksikan" (Joanes, 2014).
Menurut Sobur  terdapat dua faktor yang mempengaruhi perspsi yaitu faktor internal dan eksternal.
1. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi 
a. Kebutuhan Psikologi 
b. Latar belakang 
c. Pengalaman 
d. Kepribadian 
e. Sikap dan kepercayaan umum 
f. Penerimaan diri 
2. Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi 
a. Intensitas 
b. Ukuran 
c. Kontras 
d. Gerakan 
e. Ulangan 
f. Sesuatu yang baru (Tarigan, 2019)
Menurut Mohd. Salleh Persepsi merupakan sesuatu proses individu mentafsir kederiaan rangsangan dan memberi makna kepadanya. la juga adalah kesedaran dan reaksi seseorang individu merupakan pola-pola yang bermakna. Sebenarnya ia tidak berlaku secara automatik tetapi mengambil masa yang lama, yaitu melalui pentafsiran dan pemahaman yang teratur" (Joanes, 2014).
Menurut pendapat Bimo Walgito persepsi adalah pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan aktivitas yang integrated dalam diri. Sedangkan menurut pendapat Jalaluddin Rakhmat persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Jafar, 2019)
Secara etimologis menurut Sobur menyatakan bahwa persepsi atau dalam bahasa inggris perception berasal dari bahasa latin perception, dari percipere, yang artinya menerima atau mengambil (Onan Marakali Siregar, 2020). Menurut Krech dan Crutch Field sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rakhmad ada empat faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:
1. Kebutuhan, yang merupakan salah satu dorongan kejiwaan yang mendorong manusia untuk melakukan suatu tindakan, misalnya rangsangan, keinginan, tuntutan dan cita-cita
2. Kesiapan mental, yang merupakan kesanggupan penyesuaian atau penyesuaian sosial atau keduanya sekaligus untuk menciptakan hubungan-hubungan sosial yang berhasil
3. Suasana emosional, yang mana kondisi perasaan yang berkesinambungan, dicirikan dengan selalu timbulnya perasaan- perasaan yang senang atau tidak senang latar belakang atau tata nilai yang dianut oleh seseorang.
4. Latar belakang budaya, merupakan disiplin tersendiri dalam psikologi antar budaya (Jafar, 2019)
Menurut David Matsutorno  menjelaskan pengertian persepsi adalah kesan seseorang tentang memahami bagaimana kita menerima stimulus tersebut. Persepsi biasanya dimengerti sebagai bagaimana informasi yang berasal dari organ yang terstemulasi diproses, termasuk bagaimana informasi tersebut di seleksi, di tata dan ditafsiran (Pasaribu, 2018).
Menurut Robins  menyatakan persepsi adalah suatu proses dengan mana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesarinya untuk memberi arti tertentu pada lingkungannya. Sedangkan menurut Irwanto setelah individu melakukan interaksi dengan obyek-obyek yang di persepsikan maka hasil persepsi dapat di bagi menjadi dua yaitu:
a. Persepsi positif. Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak diteruskan dengan upaya pemanfaatannya.
b. Persepsi negatif. Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang di persepsikan (Pasaribu, 2018)
Persepsi menurut Purwodarminto  adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui penginderaan (Pandipa, 2020). Dan menurut Gibson persepsi merupakan proses kognitif yang mana digunakan oleh seseorang untuk dapat menafsirkan serta memahami dunia yang ada di sekitarnya terhadap sebuah objek (Umbara, I. G. G., n.d.) 
Syarat Terwujudnya Persepsi Agar individu dapat melakukan persepsi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
a. Adanya objek yang dipersepsikan, objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulasi dapat datang dari luar langsung mengenai alat indera (reseptor) dapat datang dari dalam yang langsung mengenai syaraf penerima (sensoris) yang bekerja sebagai reseptor.
b. Adanya alat indera atau reseptor yang cukup baik, yaitu alat untuk menerima stimulus. Di samping itu harus ada pula syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf sensoris yaitu otak sebagaipusat kesadaran. Dan sebagai alat untuk mengadakan respons diperlukan syaraf motoris.
c. Untuk menyadari atau untuk mengadakaan persepsi sesuatu diperlukan pula adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi. Tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi.
Dengan demikian dari pengertian-pengertian persepsi di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses pengorganisasian dan proses penafsiran/penginterpretasian seseorang terhadap stimulasi yang dipengaruhi oleh berbagai pengetahuan, keinginan dan pengalaman yang relevan terhadap stimulasi yang dipengaruhi perilaku manusia dalam menentukan tujuan hidupnya.
Menurut Selo Soemardjan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Sedangkan menurut Emile Durkheim bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota- anggotanya (Riani, 2020).
Sedangkan menurut Koentijaraningrat menyatakan bahwa masyarakat mengacu pada kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu, bersifat kontinu, dan terikat rasa indentitas yang sama (Pasaribu, 2018).
Pengertian persepsi masyarakat adalah cara pandang sekelompok manusis yang hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu yang sama dalam memberikan kesimpulan dalam suatu objek berdasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pengamatan sehingga masyarakat satu dengan yang lain menghasilkan pendapat yang berbeda walaupun objeknya sama.
2. Pelayanan Publik 
Dalam Undang-Undang Negars Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Lovelock, Christoper H, dalam (Erwan Agus Purwanto, 2016), mengatakan bahwa "service adalah produk yang tidak berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami Artinya service merupakan produk yang tidak ada wujud atau bentuknya sehingga tidak ada bentuk yang dapat dimiliki, dan berlangsung sesaat atau tidak tahan lama, tetapi dialami dan dapat dirasakan oleh penerima layanan
Pelayanan publik merupakan produk birokrasi publik yang diterima oleh warga pengguna maupun masyarakat secara luas, karena itu pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian akivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Saefullah mengatakan pelayanan umum (public service) adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang menjadi warga negara atau yang secara sah menjadi penduduk negara yang bersangkutan (Taufiqurokhman, 2018). 
Gronroos dalam (Rachman, 2021) pelayanan adalah suatu aktifitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal yang disediakan oleh organisasi pemberipelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. Dalam (Rachman, 2021) Lijan Poltak S mengemukakan istilah publik berasal dari bahasa inggris "public" yang berarti umum, masyarakat, Negara.
Pelayanan publik menurut Sinambela dalam (Rachman, 2021) adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik.
Menurut PP NO 96 Tahun 2012 dalam (Rachman, 2021)  tentang pelayanan publik bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik atau rangkaian dalam kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang di sediakan oleh pelayanan publik.
Pelayanan publik adalah "Sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan /atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat (Lembaga Administrasi Negara dalam (Erwan Agus Purwanto, 2016) 
Secara etimologis, menurut Poerwadarminta pelayanan berasal dari kata layan yang berarti membantu menyiapkan/mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang. kernudian pelayanan dapat diartikan sebagai: Perihal/ cara melayani; Servis/jasa; Sehubungan dengan jual beli barang atau jasa (Hardiyansyah, 2018).
Menurut (Moenir, 1995) mengatakan bahwa dalam pelayanan publik (umum) terdapat enam faktor yang mendukungterlaksananya pelayanan umum. Keenam faktor pendukungpelayanan umum tersebut adalah:
a. Faktor kesadaran petugas yang berkecimpung dalam pelayanan publik.
b. Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan.
c. Faktor organisasi yang merupakan alat serta sistem yang memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan.
d. Faktor pendapatan pegawai yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
e. Faktor kemampuan pegawai yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
f. Faktor sarana dalam pelaksanaan.
Keenam faktor tersebut mempunyai peranan yang berbeda tetapi saling berpengaruh dan secara bersama-sama akan mewujudkan pelaksanaan pelayanan secara baik,berupa pelayanan verbal, pelayanan tulisan atau pelayanan dalam bentuk tindakan dengan atau tanpa peralatan.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, definisi dari pelayanan umum adalah: Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mahmudi mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sellang, 2016). Selanjutnya menurut Kotler pelayanan merupakan aktifitas yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan (Mubarok, 2019).
Lewis dan Gilman  mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah kepercayaan publik (Sellang, 2016). Sedangkan menurut Albert Pelayanan adalah suatu pendekatan organisasi total yang menjadi kualitas pelayanan yang di terima oleh sebuah pengguna jasa, sebagai salah satu kekuatan untuk menggerak ataupun penggerak utama dalam sebuah pengoperasian dalam suatu bisnis (Mubarok, 2019).
Menurut Wasistiono mengemukakan bahwa pelayanan umum adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat (Taufiqurokhman, 2018).
Menurut Lukman pelayanan umum adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sedangkan Menurut Plato mengatakan bahwa pelayanan umum merupakan proses politik dan pemerintah yang mengandung unsur tranformasi nilai budaya guna menumbuhkan kesadaran bermasyarakat, bernegara dan berpemerintahan yang dilandasi kearifan dan kebijakan dari setiap manusia (Taufiqurokhman, 2018).
Menurut Hayat mengartikan Pelayanan publik adalah pemberian layanan yang diberikan kepada warga negara secara baik dan profesional baik jasa, barang atau administratif sebagai bagian dari keperluan masyarakat (Tarigan, 2019). Sedangkan menurut Thoha Pelayanan publik memang memiliki perbedaan jika dibanding dengan pelayanan privat. Ciri-ciri pelayanan publik antara lain: 
1. Pelayanan yang diberikan bersifat urgent jika dibandingkan dengan pelayanan privat. 
2. Umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli. 
3. Pelayanan didasarkan pada undang-undang atau peraturan yang telah ada. 
4. Tidak dikendalikan oleh pasar. 
5. Penilaian bergantung pada banyak rakyat sehingga dituntut adil, tidak memihak dan demi kepentingan umum (Suwardi, 2021).
Berkaitan dengan itu (Harbani, 2007) mengatakan bahwa untuk menilai baik buruknya suatu pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi publik dapat dilihat dari baik buruknya penerapan nilai-nilai sebagai berikut: 
1. Efisiensi, yang dimaksud dengan Efesiensi dalam penelitian ini adalah menjelaskan birokrat tidak boros dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai agar memberikan hasil yang sebesarbesarnya kepada publik. 
2. Efektivitas, yang dimaksud dengan Efektivitas dalam penelitian ini adalah untuk memenuhi target atau tujuan yang telah ditentukanoleh prosedur untuk memberikan pelayanan yang sempurna bagi masyarakat. 
3. Responsiveness (Ketanggapan), yang dimaksud dengan Responsiveness (Ketanggapan) dalam penelitian ini adalah sikap tanggap Pegawai pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan dengan cepat dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
4. Kualitas layanan, yang dimaksud dengan Kualitas Layanan dalam penelitian ini adalah memberikan kepuasan kepada yang dilayani oleh pegawai Kantor SAMSAT, sikap sopan santun Pegawai, komunikasi yang baik dan kemampuan yang dimiliki sehingga mampu menumbuhkan dan menyakinkan kepercayaan masyarakat. Hai ini berkaitan dengan pemberian pelayanan yaitu hasil pelayanan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. 
5. Akuntabilitas, yang dimaksud dengan Akuntabilitas dalam penelitian ini adalah sikap pertanggungjawaban petugas dalam memberikan pelayanan publik penuh perhatian dan mampu memahami maksud dan tujuan masyarakat yang akan diberikan pelayanan, serta adanya kemudahan dan kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat dalam memperoleh suatu pelayanan. 
B. Operasional Variabel Penelitian
Agar lebih mudah menganalisa dan untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi dalam penelitian ini terhadap penggunaan konsep teori yang masih bersifat abstrak, maka penulis mencoba mengkongkritkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai. 
Adapun konsep-konsep yang dipergunakan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. 	Persepsi Masyarakat
Persepsi dalam penelitian ini yaitu adalah adalah pengamatan secara global, belum disertai kesadaran, sedang subyek dan obyeknya belum terbedakan satu dari yang lainnya (baru ada proses memiliki tanggapan).
Persepsi mempunyai sifat subjektif, karena tergantung pada kemampuan dan keadaaan dari masing-masing individu, sehingga akan di tafsirkan berbeda dengan individu yang satu dengan yang lain. Dengan demikian, persepsi merupakan proses perlakuan individu yaitu pemberian tanggapan, arti, gambaran, atau penginterprestasian terhadap apa yang di lihat, di dengar, atau di rasakan oleh inderanya dalam bentuk sikap, pendapat, dan tingkah laku atau disebut sebagai perilaku individu.
Paul B. Horton dan Chester L. Hun (2011:347) masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri dan hidup bersama-sama dalam jangka waktu yang cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar dalam kelompok itu.
Persepsi masyarakat adalah cara pandang sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu yang sama dalam memberikan kesimpulan dalam suatu objek berdasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pengamatan sehingga masyarakat satu dengan yang lain menghasilkan pendapat yang berbeda walaupun objeknya sama.
2. 	Pelayanan
Menurut Albert Pelayanan adalah suatu pendekatan organisasi total yang menjadi kualitas pelayanan yang di terima oleh sebuah pengguna jasa, sebagai salah satu kekuatan untuk menggerak ataupun penggerak utama dalam sebuah pengoperasian dalam suatu bisnis. Selanjutnya menurut Kotler pelayanan merupakan aktifitas yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan (Mubarok, 2019).
Menurut Fitzsimmons  mengatakan bahwa "customer satisfaction with service quality can be defined perception of received with expectation of service desired" (maksudnya rasa puas orang yang memerlukan pelayanan bisa diartikan dengan memperbandingkan bagaimana pandangan antara pelayanan yang diterima dengan harapan pelayanan yang diharapkan) (Sellang, 2016).
Dalam penelitian ini, untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan publik pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai menggunakan konsep teori (Harbani, 2007) yang akan dioperasionalkan sebagai berikut:
1. Efisiensi, yang dimaksud dengan Efesiensi dalam penelitian ini adalah menjelaskan birokrat tidak boros dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai agar memberikan hasil yang sebesar-besarnya kepada publik. Efisiensi akan dilihat dari sub indikator sebagai berikut:
a. [bookmark: _Hlk202135779]Terdapatnya proses pelayanan di Kantor SAMSAT Kota Dumai yang berlangsung secara cepat dan tidak memakan waktu lama.
b. Adanya prosedur pelayanan yang mudah dipahami serta tidak berbelit-belit di Kantor SAMSAT Kota Dumai.
c. Terdapatnya biaya pelayanan yang dikenakan sesuai dengan ketentuan resmi yang berlaku di Kantor SAMSAT Kota Dumai.
2. Efektivitas, yang dimaksud dengan Efektivitas dalam penelitian ini adalah untuk memenuhi target atau tujuan yang telah ditentukan oleh prosedur untuk memberikan pelayanan yang sempurna bagi masyarakat. Efektivitas akan dilihat dari sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya dokumen atau hasil pelayanan yang sesuai dengan permohonan yang diajukan di Kantor SAMSAT Kota Dumai.
b. Terdapatnya penyelesaian pelayanan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang diinformasikan oleh Kantor SAMSAT Kota Dumai.
c. Adanya pelaksanaan tahapan pelayanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kantor SAMSAT Kota Dumai.
3. Responsiveness (Ketanggapan), Yang dimaksud dengan Responsiveness (Ketanggapan) dalam penelitian ini adalah sikap tanggap Pegawai pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan dengan cepat dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Responsiveness akan dilihat dari sub indikator sebagai berikut:
a. Terdapatnya respons cepat dan tanggap dari petugas Kantor SAMSAT Kota Dumai terhadap pertanyaan dan keluhan masyarakat.
b. Adanya informasi yang mudah diakses dan jelas mengenai prosedur dan persyaratan pelayanan di Kantor SAMSAT Kota Dumai.
c. Terdapatnya sikap ramah dan komunikatif dari petugas dalam memberikan pelayanan di Kantor SAMSAT Kota Dumai.
4. Kualitas layanan, yang dimaksud dengan Kualitas Layanan dalam penelitian ini adalah memberikan kepuasan kepada yang dilayani oleh pegawai Kantor SAMSAT, sikap sopan santun Pegawai, komunikasi yang baik dan kemampuan yang dimiliki sehingga mampu menumbuhkan dan menyakinkan kepercayaan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pemberian pelayanan yaitu hasil pelayanan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Kualitas Layanan akan dilihat dari sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya sarana dan prasarana yang memadai dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat saat menunggu layanan.
b. Terdapatnya kompetensi dan profesionalisme petugas dalam menjalankan tugas layanan di Kantor SAMSAT Kota Dumai.
c. Adanya penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh petugas kepada masyarakat di Kantor SAMSAT Kota Dumai.
5. [bookmark: _Hlk203068088]Akuntabilitas, yang dimaksud dengan Akuntabilitas dalam penelitian ini adalah sikap pertanggungjawaban petugas dalam memberikan pelayanan publik penuh perhatian dan mampu memahami maksud dan tujuan masyarakat yang akan diberikan pelayanan, serta adanya kemudahan dan kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat dalam memperoleh suatu pelayanan. Akuntabilitas akan dilihat dari sub indikator sebagai berikut:
a. Terdapatnya pertanggungjawaban petugas dalam menghasilkan produk layanan sesuai dengan legalitas layanan di Kantor SAMSAT Kota Dumai.
b. Adanya transparansi dalam proses pembayaran dan penerbitan dokumen di Kantor SAMSAT Kota Dumai.
c. Terdapatnya mekanisme pelaporan yang jelas bagi masyarakat jika terjadi keluhan atau penyimpangan dalam pelayanan di Kantor SAMSAT Kota Dumai. 
Untuk mengukur Efisiensi, Efektivitas, Ketanggapan, Kualitas Layanan, dan Akuntabilitas sesuai indikator pelayanan diatas Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal  Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai dapat diukur sebagai berikut: 
Baik		: Diberi Skor 3
Cukup Baik	: Diberi Skor 2
Tidak Baik	: Diberi Skor 1

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim, Bintan, Kecamatan Dumai Kota tepatnya besebelahan dengan KOMANDO RESOR MILITER 031/WB, KOMANDO DISTRIK MILITER 0320/DUMAI.
Adapun alasan penulis memilih lokasi yang bersangkutan menjadi pusat penelitian adalah dikarenakan Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai merupakan salah satu organisasi publik yang melaksanakan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah yang sudah selayaknya mampu memberikan pelayanan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
B. Populasi Dan Sampel
Menurut (Sugiyono, 2017) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya menurut (Sugiyono, 2017) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel untuk Kepala UPT, Sub Bagian TU, Seksi Penerimaan, Seksi Penagihan, Jasa Raharja di Kantor SAMSAT menggunakan teknik Sensus atau sampling jenuh sedangkan untuk Staff Pelaksana dan Petugas Kepolisian menggunakan teknik Sampling Purposive. Yang mana Menurut (Pasolong, 2013) Sampel Jenuh yaitu suatu teknik penarikan sampai digunakan apabila keseluruhan anggota populasi digunakan sebagai sampel. Menurut (Sugiyono, 2017)  teknik sampling adalah merupakan teknik penambilan sampel. Sedangkan Menurut (Sugiyono, 2017) Sampling Purposive adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.
Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda- benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyak/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimilki oleh subyek/obyek itu. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengurus pengurusan di Kantor SAMSAT Kota Dumai.
Masyarakat ditentukan dengan menggunakan teknik Sampling Insidental. Menurut (Sugiyono, 2017) Sampling Insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.
Oleh karena itu, penulis menentukan besar sampel sebanyak 48 orang, waktu pengambilan sampel selama 16 hari kerja. Setiap satu hari penulis mengambil sebanyak 3 masyarakat yang sedang melakukan pengurusan administrasi pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai.
Untuk lebih jelas populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:
Tabel III.1
Populasi Dan Sampel Penelitian
	No
	Sub Populasi
	Populasi
(Orang)
	Sampel
(Orang)
	Persentase
(%)

	1.
	Kepala UPT 
	1
	1
	100

	2.
	Sub Bagian TU
	1
	1
	100

	3.
	Seksi Penerimaan
	1
	1
	100

	4.
	Seksi penagihan
	1
	1
	100

	5.
	Jasa Raharja
	1
	1
	100

	6.
	Petugas Kepolisian
	9
	6
	-

	7.
	Staff Pelaksana 
	28
	15
	-

	8.
	Masyarakat
	48
	48
	-

	Jumlah
	90
	74
	-


Sumber data: Kantor SAMSAT Dumai Tahun  2025
C. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan  untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak pertama secara langsung dari sumber data (Sugiyono, 2017). Adapun data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah data pelayanan publik pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai melalui lima indikator pelayanan publik oleh (Harbani, 2007)  yang akan dioperasionalkan sebagai berikut:
1) Efisiensi
2) Efektivitas
3) Responsiveness
4) Kualitas layanan
5) Akuntabilitas
2. Data Sekunder
Menurut (Sugiyono, 2017) data sekunder merupakan sumber data tidak langsung memberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dimana data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian pada Kantor SAMSAT Kota Dumai dengan data yang di perlukan antara lain:
a) Sejarah Berdirinya Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai.
b) Keadaan dan Komposisi Masyarakat Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai.
c) Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai.
d) Struktur Organisasi Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai.
e) Sarana dan Prasarana pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan sehubungan dengan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:


1. Observasi
Menurut (Pasolong, 2013) observasi merupakan suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. Oleh karna itu observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data jika sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat sistematis, dan dikontrol reabilitasnya dan validitasnya
2. Angket (Kuesioner)
Menurut (Sugiyono, 2017) Kuesioner adalah suatu pengumpulan data melalui daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diisi oleh responden itu sendiri. Dalam teknik kuesioner, responden mempunyai peranan penting dalam memperoleh data yang dibutuhkan.
3. Wawancara (Interview)
Menurut Arikunto dalam (Samsu, 2017) wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data melalui wawancara langsung secara terpimpin antara penulis dengan orang yang memberi informasi dengan menggunakan daftar wawancara.
Menurut (Pasolong, 2013) Wawancara merupakan pembicaraan dua arah yang dilakukan oleh pewawancara terhadap responden atau informan, untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.
Menurut Lincoln dan Guba dalam (Nugrahani, 2014) wawancara dapat dilakukan untuk mengkonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, merekonstruksi kebulatan harapan pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi dari berbagai sumber, dan mengubah atau memperluas konstruksi yang dikembangkan peneliti sebagai triangulasi.
E. Analisis Data
Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini dengan melakukan penganalisaan secara statistik deskriptif.
Penelitian ini dengan secara statistik deskriptif disini dimaksud untuk mendeskripsikan data penelitian sesuai indikator-indikator yang akan diteliti, di samping melakukan analisis, hasil penelitian akan di terjermahkan dan di uraikan secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran mengenai situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dilapangan.
Adapun cara pengolahan data dengan menggunakan rating scale (skala penilaian) menurut (Sugiyono, 2017), yaitu teknik mengubah data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Pelaksanaan penganalisaan data akan dilakukan secara statistik deskriptif yang bersifat menyimpulkan temuan penelitian yang khusus kepada yang umum. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada kriteria perhitungan dibawah ini:


1. Pengukuran untuk setiap indikator:
Untuk menentukan kategori terhadap setiap indikator penelitian ditentukan dengan rumusan yang dikemukakan oleh Lind (Zulganef, 2018). Maka langkah awal yang dilakukan adalah dengan menghitung skor tertinggi dan terendah sebagai berikut:
· Skor tertinggi		: 3 x 3 x 74 = 666 
· Skor Terendah		: 1 x 3 x 74 = 222
[bookmark: _Hlk203913796]Selanjutnya untuk menentukan interval kelas (i) atau lebar kelas menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Lind (Zulganef, 2018) yaitu:  
[image: ]
Keterangan:
i	= interval
H 	= Nilai data tertinggi
L	= Nilai data terendah
K 	= Jumlah kelas
Berdasarkan rumus tersebut maka ditentukan interval skor sebagai berikut:  
Interval = Skor Tertinggi - Skor terendah
Jumlah kelasinterval = 666 – 222
                 3


	
interval = 148
                 


Maka penentuan skor untuk setiap indikator dalam penelitian ini akan di analisis berdasarkan skor sebagai berikut:
	[bookmark: _Hlk196663144]Kategori 
	Interval Kelas

	Baik
	519 - 666

	Cukup Baik
	371 - 518

	Tidak Baik
	222 - 370



Berdasarkan perhitungan tersebut maka dapat dilihat kriteria skor dengan garis kontinum sebagai berikut:


(B)
(CB)
(TB)
370
518
666
222


	

33,33%
100%
(B)
(CB)
(TB)
55,55%
77,77%


2. Pengukuran variabel penelitian
Adapun jumlah sampel penulis sebanyak 74 orang, total pertanyaan yang akan di ajukan untuk mengetahui variable penelitian adalah sebanyak
15 pertanyaan yang di peroleh dari 3 sub indikator untuk 5 indikator penelitian yang di teliti. Sehingga berdasarkan hal ini dapat di ketahui skor tertinggi dan skor terendah untuk variable penelitian sebagai berikut :
· Skor tertinggi		: 3 x 15 x 74 = 3.330
· Skor Terendah		: 1 x 15 x 74 = 1.110
Selanjutnya untuk menentukan interval kelas (i) atau lebar kelas menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Lind (Zulganef, 2018) yaitu:  
[image: ]
Keterangan:
i	= interval
H 	= Nilai data tertinggi
L	 = Nilai data terendah
K 	= Jumlah kelas
Berdasarkan rumus tersebut maka ditentukan interval skor sebagai berikut:  
Interval = Skor Tertinggi - Skor terendah
Jumlah kelas
	interval = 3.330 – 1.110
                 3


interval = 740
                 



Maka penentuan skor untuk setiap indikator dalam penelitian ini akan di analisis berdasarkan skor sebagai berikut:
	Kategori 
	Interval Kelas

	Baik
	2.591 – 3.330

	Cukup Baik
	1.851 – 2.590

	Tidak Baik
	1.110 – 1.850



Berdasarkan perhitungan tersebut maka dapat dilihat kriteria skor dengan garis kontinum sebagai berikut:


3.330
(B)
2.590
(CB)
1.850
1.110
(TB)


	

100%
(B)
(TB)
(CB)
55,55%
77,77%
33,33%

BAB IV

GAMBARAN UMUM  LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Berdirinya UPT Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota  Dumai
Lahirnya Sistem Manunggal Satu Atap (SAMSAT) diawali oleh sebuah gagasan brilian yang disampaikan pada forum penataran para pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Se-Indonesia pada bulan April 1976 di Jakarta.
Hasil penataran menghasilkan suatu rekomendasi berupa usulan kepada pemerintah, khususnya pimpinan Departemen Dalam Negeri agar SAMSAT dijadikan sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) / Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk seluruh Indonesia.
Terbentuknya SAMSAT ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri NO.POL KEP/13/XXI/76 Nomor. КЕР-1693/MK/IV/12/1976; 311 Tahun 1976 tentang peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komandi Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor.
Dasar hukum pembentukkan SAMSAT di seluruh Indonesia adalah Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999, Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
Keberadaan UPT SAMSAT Kota Dumai secara operasional juga didukung oleh Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2017, yang menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di tingkat daerah."
SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Dinas Pendapatan Kota Dumai, dan PT. Jasa Raharja (Persero). Tujuan dibentuknya SAMSAT adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ, maka dibentuklah Kantor SAMSAT.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya SAMSAT mengacu pada Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor SKEP/06/X/1999, Nomor 973-1228, Nomor SKEP/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
Sistem SAMSAT yang dikelola oleh tiga instansi berbeda maka untuk memudahkan dalam koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan dibentuk Tim Pembina SAMSAT Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan Provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing ketiga instansi yang ada di SAMSAT memiliki tugas dan wewenang berbeda. Berikut adalah pembagian tugas dan wewenang instansi tersebut:
1) Unit Pelayanan: Petugas Dispenda dan POLRI
2) Unit Administrasi: Petugas Dispenda, POLRI dan Jasa Raharja
3) Unit Pembayaran Petugas Dispenda (Bendarawan SAMSAT Penerima)
4) Unit Pencetakkan: Petugas Dispenda dan POLRI
5) Unit Penyerahan: Petugas POLRI
6) Unit Arsip: Petugas Dispenda dan POLRI
7) Unit Informasi: Petugas Dispenda dan POLRI
Adapun visi Kantor SAMSAT Kota Dumai, yaitu "Terwujudnya pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor".
Dalam mencapai visi nya Kantor SAMSAT Kota Dumai telah menetapkan misi nya sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Melaksanakan tugas secara profesional.
3. Menciptakan lingkungan kerja bebas KKN dan gratifikasi.
4. Menerapkan sistem online berbasis IT dan mekanisme yang terpadu dalam pelayanan.
5. Memberikan pelayanan yang cepat, akurat, nyaman, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses.
6. Penyelenggaraan sistem forensik kepolisian, sistem kontrol kendaraan yang berkeselamatan dan jaminan legitimasi keabsahan kepemilikan kendaraan bermotor.
7. Membudayakan sikap yang komunikatif dan informatif dalam pelayanan.
8. Membudayakan 4K keterbukaan, komunikasi, kordinasi dan kebersamaan antar instansi / pejabat pelaksana SAMSAT.
9. Meningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan negara.
Adapun alamat lengkap UPT Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai ialah beralamat pada Jl. Sultan Syarif Kasim No. 260, 31575. Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Durnai Timur, Kota Dumai.
Secara garis besar Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Dumai letaknya cukup berdekatan dan berdampingan dengan kantor atau badan instansi milik pemerintah lainnya. Antara lain adalah sebagai berikut:
1. Sebelah Utara berdampingan dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai.
2. Sebelah Selatan berdampingan dengan Perumahan Penduduk.
3. Sebelah Timur berdampingan dengan Kantor Komando Resor Militer 031/WB.
4. Sebelah Barat berdampingan dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai.
Kantor SAMSAT Kota Dumai adalah salah satu instansi pemerintah yang berfungsi untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Petugas pelaksana pada Kantor SAMSAT Kota Dumai terdiri dari Kepolisian Daerah Riau, Dinas Pendapatan Daerah dan PT. Jasa Raharja.
B. Keadaan Dan komposisi Pegawai Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai
Pegawai sebagai unsur pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi yang tertera dalam uraian tugas, perlu mendapat perhatian dari pimpinan yang baik, sehingga tugas dan tanggung jawab yang di berikan mampu di selesaikan dengan baik dan maksimal. Demikian halnya dengan Kantor SAMSAT Kota Dumai, sehingga instansi dan unit kerja yang berkaitan dengan bidang pelayanan maka unsur pegawai perlu di perhatikan agar tujuan organisasi mampu mencapai suatu target yang telah di tetapkan. 
Adapun keadaan dan komposisi pegawai pada Kantor SAMSAT Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Dalam organisasi keberadaan manusia merupakan salah satu sumber daya organisasi yang menentukan bagi keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, untuk itu manusia dalam organisasi dituntut senantiasa memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran dalam melaksanakan beban kerja, namun demikian pekerjaan didalam organisasi biasanya baik dilakukan oleh wanita dan pria yang masing-masing memiliki kerja yang berbeda.
Selanjutnya untuk melihat jenis kelamin pegawai pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai, dapat dilihat pada Tabel IV.1 dibawah ini:
Tabel IV.1
Komposisi Pegawai Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai Berdasarkan Jenis Kelamin
	No
	Jenis Kelamin
	Pegawai
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	
	
	PNS
	TKPK
	
	

	1
	Laki-Laki
	17
	5
	22
	52,38

	2
	Perempuan
	14
	6
	20
	47,62

	Jumlah
	31
	11
	42
	100


Sumber Data: Kantor SAMSAT Kota Dumai Tahun 2025
Berdasarkan  Tabel IV.1 diatas dapat dijelaskan bahwa dari jumlah PNS dan TKPK Sebanyak 42 orang, Jumlah pegawai berjenis laki-laki 22 orang dengan persentase 52,38% dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 20 orang dengan persentase 47,62%. 
2. Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat usia
Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dipengaruhi oleh tingkat usia dan pengalaman pegawai dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai hasil yang maksimal. Dengan adanya penggolongan pegawai menurut tingkat usia dapat memberikan masukan dimana hal tersebut akan menggambarkan seberapa banyak pegawai pada Kantor SAMSAT yang masih berusia produktif dan berapa banyak pegawai yang tingkat usia produktifnya telah berkurang.
Adapun komposisi pegawai Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai berdasarkan Tingkat Usia dapat dilihat pada Tabel IV.2 berikut ini:
Tabel IV.2
Komposisi Pegawai Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai Berdasarkan Tingkat Usia
	No
	Umur
	Pegawai
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	
	
	PNS
	TKPK
	
	

	1
	21-30
	3
	2
	5
	11,90

	2
	31-40
	6
	6
	12
	28,57

	3
	41-50
	15
	3
	18
	42,86

	4
	51-60
	7
	-
	7
	16,67

	Jumlah
	31
	11
	42
	100


Sumber Data: Kantor SAMSAT Kota Dumai Tahun 2025
Berdasarkan Tabel IV.2 diatas dapat dijelaskan bahwa PNS dan TKPK yang berumur 21-30 tahun berjumlah 5 Orang dengan persentase 11,90%, PNS  dan TKPK yang berumur 31-40 tahun berjumlah 12 Orang dengan Persentase 28,57%, PNS dan TKPK yang berumur 41-50 tahun berjumlah 18 Orang dengan Persentase 42,86%, sedangkan PNS dan TKPK yang berumur 51-60 tahun berjumlah 7 Orang dengan persentase 16,67%.


3. Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan modal utama bagi setiap sumber daya organisasi yang ada baik swasta maupun pemerintahan. Dengan demikian pendidikan diwajibkan bagi setiap individu untuk memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga dengan pendidikan tinggi maka segala kendala yang ada pada suatu organisasi akan mudah teratasi.
Demikian juga pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai dimana tingkat pendidikan menentukan pencapaian kinerja pelayanan. Adapun komposisi pegawai Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Tabel IV.3 berikut ini:
Tabel IV.3
Komposisi Pegawai Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	No
	Tingkat Pendidikan
	Pegawai
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	
	
	PNS
	TKPK
	
	

	1
	S2
	8
	-
	8
	19,05

	2
	S1
	11
	7
	18
	42,86

	3
	D3
	1
	1
	2
	4,76

	4
	SMA/Sederajat
	11
	3
	14
	33,33

	Jumlah
	31
	11
	42
	100


Sumber Data: Kantor SAMSAT Kota Dumai Tahun 2025
Berdasarkan Tabel IV.3 diatas dapat dijelaskan bahwa dari jumlah PNS dan TKPK 42 Orang, yang berpendidikan S2 sebanyak 8 orang dengan persentase 19,05%, yang berpendidikan S1 sebanyak 18 orang dengan persentase 42,86%, yang berpendidikan D3 sebanyak 2 orang dengan persentase 4,76%, sedangkan yang berpendidikan SMA sebanyak 14 orang dengan persentase 33,33%.
4. Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Masa Kerja
Didalam suatu organisasi masa kerja seseorang menunjukkan sejauh mana pengalaman seorang pegawai semasa bekerja. Masa jabatan menentukan kematangan seseorang dalam bekerja disuatu organisasi.
Masa kerja yang cukup lama memberikan pengaruh kepada pegawai dalam melaksanakan tugasnya demi mencapai tujuan organisasi. Adapun komposisi pegawai Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai berdasarkan Tingkat Masa Kerja dapat dilihat pada Tabel IV.4 berikut ini:
Tabel IV.4
Komposisi Pegawai Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai Berdasarkan Masa Kerja
	No
	Masa Kerja
	Pegawai
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	
	
	PNS
	TKPK
	
	

	1
	1-10
	4
	7
	11
	26,19

	2
	11-20
	16
	4
	20
	47,62

	3
	21-30
	8
	-
	8
	19,05

	4
	31-40
	3
	-
	3
	7,14

	Jumlah
	31
	11
	42
	100


Sumber Data: Kantor SAMSAT Kota Dumai Tahun 2025
Berdasarkan Tabel IV.4 diatas dapat dijelaskan bahwa dari jumlah PNS dan TKPK 42 Orang, masa kerja 1-10 tahun sebanyak 11 orang dengan persentase 26,19%, masa kerja 11-20 tahun sebanyak 20 orang dengan persentase 47,62%, masa kerja 21-30 tahun sebanyak 8 orang dengan persentase 19,05%, dan masa kerja 31-40 tahun sebanyak 3 orang dengan persentase 7,14%.
C. Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Pegawai Kantor Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai
1. Struktur Organisasi Pada Kantor SAMSAT Kota Dumai
Dalam menjalankan sebuah organisasi perlu untuk bekerja sama antara sesama anggota yang berada di dalam suatu organisasi. Untuk dapat menciptakan proses kerjasama yang baik maka diperlukan Struktur Organisasi untuk memperjelas tugas dan fungsi dalam mengadakan kegiatan organisasi, kewajiban serta tanggungjawab. Dalam hal ini diperlukan kerja sama yang baik antara semua pegawai dengan Pimpinan.
Tujuannya adalah untuk memberikan dasar pekerjaan maupun kedudukan Pegawai dalam Organisasi. Dengan adanya Struktur Organisasi maka tidak akan timbul kesimpang siuran dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh Pimpinan organisasi. 
Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kantor SAMSAT Kota Dumai, terdiri atas:
1. Kepala UPT
2. Subbagian Tata Usaha
3. Seksi Penerima
4. Seksi Penagihan
5. Kelompok Jabatan Fungsional
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Bagan VI.1
Struktur Organisasi Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai
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Sumber Data: Kantor SAMSAT Kota Dumai Tahun 2025

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor SAMSAT Kota Dumai
Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
Untuk lebih jelas uraian Tugas Pokok, fungsi dan tugas dari Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
 


A. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Penerimaan dan Seksi Penagihan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah.
2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah.
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan.
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas darı fungsinya.
B. Subbagian Tata Usaha
Sub/Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (9) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
1. Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha.
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha.
3. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur
4. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat.
5. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat.
6. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan.
7. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi.
8. Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.
9. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha.
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
C. Seksi Penerimaan
Seksi Penerimaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Penerimaan dan pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Penerimaan. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal (10) Seksi Penerimaan mempunyai tugas:
1. Merencanakan program / kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penerimaan.
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penerimaan.
3. Menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan Pendapatan.
4. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan Pendapatan.
5. Melakukan pengadaan dan pengembangan Pendapatan.
6. Melakukan pelayanan pengembangan penggunaan Pendapatan.
7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penerimaan.
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
D. Seksi Penagihan dan pengawasan
Seksi Penagihan dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembukuan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah dan menganalisa serta mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja Dinas, UPT dan UP. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal (11) Seksi Penagihan mempunyai tugas:
1. Merencanakan program / kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penagihan.
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penagihan.
3. Menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan Pendapatan.
4. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan Pendapatan.
5. Melakukan pengadaan dan pengembangan Pendapatan.
6. Melakukan pelayanan pengembangan penggunaan Pendapatan.
7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penagihan.
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
E. Kelompok Jabatan Fungsional
Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yaitu:
1. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
2. Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
3. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
4. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
5. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
6. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
7. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Aparat pelaksana dan koordinator pada Kantor SAMSAT Kota Dumai terdiri dari unsur kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah dan PT. Jasa Raharja. Adapun tugas dari penangung jawab pelaksana kegiatan pada Kantor SAMSAT Kota Dumai adalah sebagai berikut:
A. Unit formulir permohonan
1. Petugas Polri
a. Menyediakan dan memberikan formulir permohonan pendaftaran sesuai dengan permintaan pemohon.
b. Memberikan penerangan mengenai kelengkapan persyaratan pendaftaran.
c. Membukakan semua formulir yang diterima, dikeluarkan dan sisanya setiap hari.
d. Mencatat nomor formulir dan nomor kendaraan/nama pemilik pada buku register penyediaan formulir.
e. Memberikan tanda atau paraf pada setiap persyaratan permohonan.
f. Menerima kembali formulir yang dirusak untuk diganti dengan yang baru.
B. Unit Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor
1. Petugas Polri
a. Menerima berkas pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.
b. Melakukan pemeriksaan identitas kendaraan bermotor (motor mesin, nomor rangka, warna dan lain lain) maupun kelengkapan teknis keselamatan kendaraan.
c. Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak untuk selanjutnya melakukan Pendaftaran.
C. Unit Pendaftaran
1. Petugas Polri
a. Menerima, meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan.
b. Membubuhkan paraf pada tanda tangan penerimaan formulir yang telah diteliti.
c. Meregistrasi dan memberikan nomor polisi sesuai dengan sistem penomoran yang berlaku.
d. Melakukan entry data berkas permohonan.
e. Meneruskan berkas pada petugas Dispenda untuk selanjutnya dilakukan penetapan pajak.
D. Unit Penetapan
1. Petugas DISPENDA
a. Menerima dan meneliti berkas dari kelompok registrasi dan penomoran.
b. Menetapkan besarnya PKB dan BBNKB dan pungutan lainnya dalam NotaPerhitungan Pajak (Notice Pajak).
c. Meneruskan kepada petugas Jasa Raharja.
2. Petugas Jasa Raharja
a. Menerima dan meneliti berkas yang diterima dari petugas DISPENDA.
b. Menetapkan SWDKLLJ dan dendanya yang harus dibayar oleh pemohon dalam formulir permohonan maupun dalam Nota Perhitungan Pajak.
c. Membukukan penetapan SWDKLLJ.
d. Meneruskan berkas tersebut kepada unit pembayaran.
E. Unit Pembayaran
1. Petugas DISPENDA
a. Mengumumkan Nomor Kendaraan Bermotor yang siap dibayar melalui papan tulis/pengeras suara.
b. Menerirna Pembayaran PNKB dari pemilik/pemegang kendaraan bermotor.
c. Meneruskan berkas tersebut untuk dilakukan pencetakan SKPD.
F. Unit Pencetakan notice pajak / SKPD
1. Petugas DISPENDA
a. Petugas melakukan verifikasi data sesuai dokumen administrasi.
b. Petugas melakukan pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
c. Petugas Melakukan pembukukan pembayaran dan pembukuan pencetakan SKPD
G. Unit Pencetakan STNK
1. Petugas Polri
a. Petugas memeriksa kesesuaian data pada komputer dan berkas pendaftaran. Hal ini untuk meminimalisir kesalahan pada penerbitan STNK.
b. Petugas melakukan pencetakan STNK
c. Petugas menyerahkan hasil pencetakan kepada Kasi STNK untuk dilakukan pengesahan.
H. Unit Pemesanan TNKB dan penyerahan STNK
1. Petugas Polri
a. Menerima berkas permohonan STNK yang sudah dibayar.
b. Membuat pesanan plat nomor dan mengirimkannya kepada pabrik plat nomor dengan ekspedisi.
c. Menggabungkan STNK asli, plat nomor serta persyaratan persyaratan lainnya milikwajib pajak.
d. Petugas memanggil nama wajib pajak dan menyerahkan STNK yang telah disahkan.
I. Unit Pengarsipan Berkas
1. Petugas Polri
a. Menerima berkas arsip dari Kelompok Kerja Pemesanan PNKB.
b. Mencatat jenis macam dokumen yang disimpan dalam map arsip.
c. Menata usahakan berkas berkas kedalam kelompok kelompok sehingga memudahkan pencarian kembali.
d. Membukukan arsip arsip yang diterima dan yang dikeluarkan.
D. Sarana dan Prasarana Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai
Dalam melaksanakan berbagai kegiatan kehidupan masyarakat, ketersediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam kehidupan akan dapat memberikan bantuan didalam meningkatkan taraf pelayanan terhadap kepentingan masyarakat, prasarana dan sarana yang dapat memberikan kemudahan bagi seluruh pegawai serta masyarakat.
Terutama pada  Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menjalankan segala rutinitas dalam dunia sosial. Untuk lebih jelas mengenai sarana dan prasarana Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel IV.7 berikut:


Tabel IV.7
Sarana dan Prasarana Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai
	No
	Sarana dan Prasarana Kantor SAMSAT
	Jumlah
	Kondisi

	
	
	
	Baik
	Rusak

	 1
	Komputer
	34
	28
	6

	 2
	Meja Tik
	6
	6
	-

	3
	Lemari Arsip
	25
	20
	5

	4
	Kursi
	55
	53
	2

	5
	Meja
	50
	50
	-

	6
	Papan Struktur
	1
	1
	-

	7
	Ac
	10
	10
	-

	8
	Printer
	12
	9
	3

	9
	Kursi Tunggu
	50
	48
	2

	10
	Kursi Tamu
	5
	5
	-

	11
	Musholla
	1
	1
	-

	12
	Halaman Parkir
	3
	3
	-

	13
	Toilet
	5
	5
	-

	14
	Kantin
	1
	1
	-


Sumber Data: Kantor SAMSAT Kota Dumai Tahun 2025

		Berdasarkan Tabel IV.7 diatas terlihat bahwa prasarana dan sarana kerja pada Kantor SAMSAT Kota Dumai untuk menunjang kinerja pegawai dalam memenuhi kebutuhan perlayanan masyarakat sudah dapat dikategorikan baik.








BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
A. Identitas Responden
Pelayanan publik oleh pemerintah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi, akan tetapi salah satu masalah yang sering timbul dalam kaitannya antara pemerintah dengan masyarakat yaitu dalam bidang public service (pelayanan publik) itu sendiri.
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai, yang merupakan sebuah instansi pelayanan masyarakat. Di mana banyak pelayanan yang sering diberikan kepada masyarakat dan berhubungan secara langsung antara lain seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor, pengurusan STNK, Bea Balik Nama, pengesahan tahunan, mutasi kendaraan, dan lain sebagainya.
Selanjutnya dalam bab in penulis akan membahas data-data yang diperoleh dari hasil penelitian pada pihak pegawai Kantor SAMSAT Kota Dumai dan masyarakat yang terpilih sebagai responden dalam penelitian ini untuk memberikan tanggapan tentang Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor SAMSAT Kota Dumai.
Untuk melihat data responden dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Perbedaan jenis kelamin atau gender merupakan hal yang wajar dalam orgainisasi atau masyarakat. Kemampuan setiap individu baik laki-laki maupun perempuan sudah tidak jauh berbeda. Hal ini terbukti banyaknya perempuan yang ikut andil dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan organisasi. Individu baik laki-laki maupun perempuan dituntut mampu bekerja sama demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui jumlah responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel berikut ini:
Tabel V.1
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
	No
	Jenis Kelamin
	Responden
	Jumlah
	Persentase (%)

	
	
	Pegawai
	Masyarakat
	
	

	1
	Laki-Laki
	19
	21
	40
	54,05

	2
	Perempuan
	7
	27
	34
	45,95

	Jumlah
	26
	48
	74
	100


Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2025

Dari Tabel V.1 di atas dilihat bahwa komposisi responden berdasarkan jenis kelamin perempuan yang berjumlah 34 orang (54,05%), sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki yang terdiri dari 40 orang (45,95%).
2. Identitas Responden Berdasarkan Umur
Umur merupakan salah satu faktor yang dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan kemampuan serta keterampilan seseorang dalam menghadapi dan menyikapi berbagai persoalan yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Dengan demikian faktor umur Pegawai dalam bekerja nantinya dapat mendukung keberhasilan kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
Selanjutnya untuk melihat identitas responden berdasarkan umur dapat dilihat pada Tabel berikut ini:
Tabel V.2
Identitas Responden Berdasarkan Umur
	No
	Umur
(tahun)
	Responden
	Jumlah
	Persentase (%)

	
	
	Pegawai
	Masyarakat
	
	

	1
	21-30
	5
	21
	26
	35,14

	2
	31-40
	8
	9
	17
	22,97

	3
	41-50
	9
	10
	19
	25,68

	4
	51-60
	4
	8
	12
	16,21

	Jumlah
	26
	48
	74
	100


Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2025

Berdasarkan dari Tabel V.2 di atas dapat dijelaskan, sebagian besar responden penelitian berada pada umur 21 sampai 30 tahun dengan jumlah 26 orang (35,14%), Usia antara 31 sampai 40 tahun berjumlah 17 orang (22,97%), berusia 41 sampai 50 tahun berjumlah 19 orang (25,68%), sedangkan yang berusia 51 sampai 60 tahun berjumlah 12 orang (16,22%).
Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa responden penelitian umumnya berada di usia produktif, dengan makna nantinya akan dapat memberikan responden penelitian atas Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai.
3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Ditengah kehidupan masyarakat terdapat berbagai latar belakang pendidikakan yang memberikan pengaruh dalam penilaian dan keikutsertaan pada kegiatan, Tingkat Pendidikan dapat membantu proses penyelesaian beban kerja di dalam berbagai kegiatan.
Selanjutnya untuk melihat latar belakang pendidikan dari responden penelitian dapat di lihat pada Tabel berikut ini:
Tabel V.3
Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	No
	Tingkat Pendidikan
	Responden
	Jumlah
	Persentase (%)

	
	
	Pegawai
	Masyarakat
	
	

	1
	Strata Satu (S1)
	11
	5
	16
	21,62

	2
	Strata Dua (S2)
	5
	1
	6
	8,11

	3
	Diploma II (DII)
	-
	3
	3
	4,05

	4
	Diploma III (DIII)
	1
	5
	6
	8,11

	5
	SLTA Sederajat
	9
	29
	38
	51,36

	6
	SLTP Sederajat
	-
	2
	2
	2,70

	7
	SD
	-
	3
	3
	4,05

	Jumlah
	26
	48
	74
	100


Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2025

Berdasarkan Tabel V.3 di atas dapat dijelaskan, sebagian besar responden penelitian berpendidikan SLTA  yaitu berjumlah 38 orang (51,36%). Disusul tingkat pendidikan S1 yaitu berjumlah 16 orang (21,62%), dari tingkat pendidikan S2 yaitu berjumlah 6 orang (8,11%), dari tingkat pendidikan D2 berjumlah 3 orang (4,05%), responden berpendidikan D3 sebanyak 6 orang (8,11%), dari tingkat pendidikan SLTP Sebanyak 2 orang (2,70%) dan dari tingkat pendidikan SD sebanyak 3 orang (4,05%).
B. Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai
Setiap penelitian bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diteliti. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pada bab ini akan disajikan data hasil temuan selama dilapangan yang nantinya akan dilakukan penganalisaan dan sekaligus dilakukan atau di interprestasikan sebagai upaya dalam menjawab permasalahan yang dipaparkan pada BAB I.
Peningkatan pelayanan publik adalah salah satu titik penting darikeseluruhan reformasi administrasi di Indonesia. Karenanya pemerintah selaku pelayanan publik perlu memberikan kesan keluar dari otoritas kekuasaan yang selalu menempatkan diri dibalik kewenangan yang ditopang oleh adanya dukungan aspek yuridis melalui peraturan yang dikenakan bagi kepentingan pelayanan publik.
Namun dalam prakteknya, dalam pelayanan publik sering terjadi kesenjangan yang muncul karena penilaian masyarakat terhadap mutu pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan dititik beratkan pada upaya mempermudah pelayanan, mempercepat pelayanan, memperpendek birokrasi, transparansi dan adanya kepastian dalam pelayanan, sehingga melalui peningkatan pelayanan diharapkan keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah seperti prosedur dan tata pelayanan yang berbelit-belit, mekanisme pelayanan yang berbelit-belit yang pasti tidak akan dapat dihindari.
Untuk lebih jelasnya maka penulis membuat angket yang akan memberikan jawaban atas penelitian yang dilakukan, dengan menggunakan indikator dari Pelayanan yaitu Efisiensi, Efektivitas, Responsiveness (Ketanggapan), Kualitas Layanan dan Akuntabilitas. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan secara rinci yaitu sebagai berikut:
1. Efisiensi, yang dimaksud dengan Efesiensi dalam penelitian ini adalah menjelaskan birokrat tidak boros dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai agar memberikan hasil yang sebesar-besarnya kepada publik. efisiensi yang merupakan bagian dari pelayanan akan dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:
a. Terdapatnya proses pelayanan  yang berlangsung secara cepat dan tidak memakan waktu lama.
Setiap masyarakat tentu ingin mendapat pelayanan yang cepat tanpa harus menunggu lama. Pelayanan yang cepat membuat masyarakat merasa nyaman saat mengurus keperluan.
b. Adanya prosedur pelayanan yang mudah dipahami serta tidak berbelit-belit.
Prosedur pelayanan yang mudah dan tidak rumit akan memudahkan masyarakat dalam mengurus keperluannya. Pelayanan yang sederhana juga menunjukkan bahwa petugas peduli dan ingin membantu masyarakat dengan cepat dan jelas.
c. Terdapatnya biaya pelayanan yang dikenakan sesuai dengan ketentuan resmi yang berlaku.
Transparansi dalam penetapan biaya pelayanan sangat penting agar masyarakat tidak merasa dirugikan. Dengan adanya biaya yang sesuai dengan ketentuan resmi, masyarakat akan merasa lebih percaya terhadap integritas pelayanan yang diberikan oleh Kantor SAMSAT Kota Dumai serta terhindar dari pungutan liar.
Berdasarkan pemaparan ke-tiga sub indikator diatas mengenai Efisiensi dalam Persepsi Mayarakat Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai. Selanjutnya dari hasil tanggapan responden terhadap ke-tiga sub indikator diatas dapat dilihat dari hasil tanggapan responden pada tabel V.4 berikut ini:
Tabel V.4
Tanggapan Responden terhadap Efisiensi 
	No
	Sub Indikator
	Jumlah (Skor)

	1
	Proses Pelayanan Yang Berlangsung Secara Cepat Dan Tidak Memakan Waktu Lama
	209

	2
	Prosedur Layanan Yang Mudah Dipahami Serta Tidak Berbelit-Belit
	200

	3
	Biaya Yang Dikenakan Untuk Layanan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
	205

	Total Skor
	614


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2025

Bedasarkan pada Tabel V.4 diatas, diketahui dari sub indikator diperoleh skor yang merupakan hasil tanggapan responden, dimana sub indikator pertama memperoleh  skor sebanyak 209, untuk sub indikator kedua memperoleh skor sebanyak 200, dan sub indikator ketiga memperoleh skor sebanyak 205. Berdasarkan jumlah ketiga sub indikator tersebut selanjutnya dilakukan penjumlahan sehingga diperoleh total skor untuk efisiensi yaitu 614, dimana skor ini berada pada kategori baik.
Untuk melihat kriteria yang telah di tetapkan dari skor yang diperoleh tentang efisiensi dapat dilihat berdasarkan garis kontinum berikut ini:
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Berdasarkan garis kontinum diatas dalam penelitian yang dilakukan terhadap 74 responden dalam menanggapi indikator efisiensi pada Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai berada pada kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah  skor 614 dari rentang 519 - 666 dengan persentase 92,19%.
2. Efektivitas, yang dimaksud dengan Efektivitas dalam penelitian ini adalah untuk memenuhi target atau tujuan yang telah ditentukan oleh prosedur untuk memberikan pelayanan yang sempurna bagi masyarakat. Efektivitas akan dilihat dari sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya dokumen atau hasil pelayanan yang sesuai dengan permohonan yang diajukan di Kantor SAMSAT Kota Dumai.
Hasil pelayanan masyarakat harus sesuai dengan permohonan, kesesuaian ini menunjukkan bahwa petugas melakukan pekerjaan profesional dan serius. Jika hasilnya sesuai, masyarakat akan merasa puas karena kebutuhan mereka dipenuhi dengan baik.
b. Terdapatnya penyelesaian pelayanan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang diinformasikan oleh Kantor SAMSAT Kota Dumai.
Hal ini dilakukan untuk mencegah masyarakat menunggu atau bingung tentang kapan dokumen pelayanan dapat diambil, karena petugas telah memberikan informasi yang jelas dan waktu penyelesaian yang tepat.
c. Adanya pelaksanaan tahapan pelayanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kantor SAMSAT Kota Dumai.
Pelayanan dilakukan menurut langkah-langkah dan ketentuan yang telah ditentukan dalam SOP, sehingga prosesnya dipahami dengan baik, teratur, dan tidak membingungkan publik. Dengan mengikuti SOP tersebut, petugas dapat bekerja dengan lebih fokus dan masyarakat merasakan bahwa layanan diselenggarakan secara adil dan profesional.
Berdasarkan pemaparan ke-tiga sub indikator diatas mengenai Efektivitas dalam Persepsi Mayarakat Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai. Selanjutnya dari hasil tanggapan responden terhadap ke-tiga sub indikator diatas dapat dilihat dari hasil tanggapan responden pada tabel V.5 berikut ini:
Tabel V.5
Tanggapan Responden Terhadap Efektivitas 
	No
	Sub Indikator
	Jumlah (Skor)

	1
	Dokumen atau hasil pelayanan yang sesuai dengan permohonan yang diajukan
	216

	2
	Penyelesaian layanan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang diinformasikan
	203

	3
	Pelaksaan tahapan pelayanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
	214

	Total Skor
	633


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2025

Bedasarkan pada Tabel V.5 diatas, diketahui dari sub indikator diperoleh skor yang merupakan hasil tanggapan responden, dimana sub indikator pertama memperoleh  skor sebanyak 216, untuk sub indikator kedua memperoleh skor sebanyak 203, dan sub indikator ketiga memperoleh skor sebanyak 214. Berdasarkan jumlah ketiga sub indikator tersebut selanjutnya dilakukan penjumlahan sehingga diperoleh total skor untuk efektivitas yaitu 633, dimana skor ini berada pada kategori baik.
Untuk melihat kriteria yang telah di tetapkan dari skor yang diperoleh tentang efektivitas dapat dilihat berdasarkan garis kontinum berikut ini:
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Berdasarkan garis kontinum diatas dalam penelitian yang dilakukan terhadap 74 responden dalam menanggapi indikator Efektivitas pada Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai berada pada kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor 633 dari rentang 519 – 666 dengan persentase 95,05%.
3. Responsiveness (Ketanggapan), yang dimaksud dengan Responsiveness (Ketanggapan) dalam penelitian ini adalah sikap tanggap Pegawai pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan dengan cepat dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Responsiveness akan dilihat dari sub indikator sebagai berikut:
a. Terdapatnya respons cepat dan tanggap dari petugas Kantor SAMSAT Kota Dumai terhadap pertanyaan dan keluhan masyarakat.
Setiap penyedia layanan publik wajib untuk merespon dan menanggapi keluhan pelanggan, biasanya pertanyaan dan keluhan terjadi jika  pegawai layanan tidak melaksanakan proses pelayanan dengan baik.
b. Adanya informasi yang mudah diakses dan jelas mengenai prosedur dan persyaratan pelayanan di Kantor SAMSAT Kota Dumai.
Penjelasan disini banyak artian seperti penjelasan tentang prosedur pelayanan, syarat-syarat yang diperlukan, dan sebagainya. Pegawai harus mampu menjelaskan sejelas-jelasnya kepada pengguna layanan agar tidak ada kesalahan dalam pelayanan yang dilakukan.
c. Terdapatnya sikap ramah dan komunikatif dari petugas dalam memberikan pelayanan di Kantor SAMSAT Kota Dumai
Petugas harus bersikap hangat dan komunikatif ketika memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan menunjukkan sikap yang baik dan bersedia mendengarkan, masyarakat akan merasa lebih nyaman dan tidak ragu untuk mengajukan pertanyaan jika ada yang belum jelas dalam proses pelayanan.
Berdasarkan pemaparan ke-tiga sub indikator diatas mengenai Responsiveness dalam Persepsi Mayarakat Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai. Selanjutnya dari hasil tanggapan responden terhadap ke-tiga sub indikator diatas dapat dilihat dari hasil tanggapan responden pada tabel V.6 berikut ini:
Tabel V.6
Tanggapan Responden Terhadap  Responsiveness (Ketanggapan)
	No
	Sub Indikator
	Jumlah (Skor)

	1
	Respon cepat dan tanggap dari petugas terhadap pertanyaan atau keluhan masyarakat
	194

	2
	Informasi yang mudah diakses dan jelas mengenai prosedur dan persyaratan pelayanan
	196

	3
	Sikap ramah dan komunikatif dari petugas dalam memberikan pelayanan
	205

	Total Skor
	595


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2025
Bedasarkan pada Tabel V.6 diatas, diketahui dari sub indikator diperoleh skor yang merupakan hasil tanggapan responden, dimana sub indikator pertama memperoleh  skor sebanyak 194, untuk sub indikator kedua memperoleh skor sebanyak 196, dan sub indikator ketiga memperoleh skor sebanyak 205. Berdasarkan jumlah ketiga sub indikator tersebut selanjutnya dilakukan penjumlahan sehingga diperoleh total skor untuk responsiveness yaitu 595, dimana skor ini berada pada kategori baik.
Untuk melihat kriteria yang telah di tetapkan dari skor yang diperoleh tentang responsiveness dapat dilihat berdasarkan garis kontinum berikut ini:
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Berdasarkan garis kontinum diatas dalam penelitian yang dilakukan terhadap 74 responden dalam menanggapi indikator Responsiveness pada Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai berada pada kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor 595 dari rentang 519 – 666 dengan persentase 89,34%.
4. Kualitas layanan, yang dimaksud dengan Kualitas Layanan dalam penelitian ini adalah memberikan kepuasan kepada yang dilayani oleh pegawai Kantor SAMSAT, sikap sopan santun Pegawai, komunikasi yang baik dan kemampuan yang dimiliki sehingga mampu menumbuhkan dan menyakinkan kepercayaan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pemberian pelayanan yaitu hasil pelayanan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Kualitas Layanan akan dilihat dari sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya sarana dan prasarana yang memadai dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat saat menunggu layanan.
Penggunaan sarana dan prasarana kerja dalam proses pelayanan sangan dibutuhkan demi kelancaran proses pelayanan.
b. Terdapatnya kompetensi dan profesionalisme petugas dalam menjalankan tugas layanan di Kantor SAMSAT Kota Dumai.
Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas sesuai bidangnya, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Seorang petugas yang profesional tidak hanya dapat melakukan tugas dengan baik, tetapi juga memiliki pemahaman tentang cara berperilaku sopan dan bertanggung jawab.
c. Adanya penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh petugas kepada masyarakat di Kantor SAMSAT Kota Dumai.
Setiap masyarakat tentunya menginginkan kemudahan dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelayanan, dimana biasanya informasi itu tersebar di internet maupun papan pengumuman.
[bookmark: _Hlk203068868]Berdasarkan pemaparan ke-tiga sub indikator diatas mengenai Kualitas Layanan dalam Persepsi Mayarakat Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai. Selanjutnya dari hasil tanggapan responden terhadap ke-tiga sub indikator diatas dapat dilihat dari hasil tanggapan responden pada tabel V.7 berikut ini:
Tabel V.7
Tanggapan Responden Terhadap  Kualitas Layanan
	No
	Sub Indikator
	Jumlah (Skor)

	1
	Sarana dan prasarana yang memadai dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat saat menunggu layanan
	207

	2
	Kompetensi dan profesionalisme petugas dalam memberikan layanan
	207

	3
	Penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh petugas kepada masyarakat
	208

	Total Skor
	622


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2025

Bedasarkan pada Tabel V.7 diatas, diketahui dari sub indikator diperoleh skor yang merupakan hasil tanggapan responden, dimana sub indikator pertama memperoleh  skor sebanyak 207, untuk sub indikator kedua memperoleh skor sebanyak 207, dan sub indikator ketiga memperoleh skor sebanyak 208. Berdasarkan jumlah ketiga sub indikator tersebut selanjutnya dilakukan penjumlahan sehingga diperoleh total skor untuk Kualitas layanan yaitu 622, dimana skor ini berada pada kategori baik.
Untuk melihat kriteria yang telah di tetapkan dari skor yang diperoleh tentang kualitas layanan dapat dilihat berdasarkan garis kontinum berikut:
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Berdasarkan garis kontinum diatas dalam penelitian yang dilakukan terhadap 74 responden dalam menanggapi indikator Kualitas Layanan pada Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai berada pada kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor 622 dari rentang 519 – 666 dengan persentase 93,39%.
5. Akuntabilitas, yang dimaksud dengan Akuntabilitas dalam penelitian ini adalah sikap pertanggungjawaban petugas dalam memberikan pelayanan publik penuh perhatian dan mampu memahami maksud dan tujuan masyarakat yang akan diberikan pelayanan, serta adanya kemudahan dan kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat dalam memperoleh suatu pelayanan. Akuntabilitas akan dilihat dari sub indikator sebagai berikut:
a. Terdapatnya pertanggungjawaban petugas dalam menghasilkan produk layanan sesuai dengan legalitas layanan di Kantor SAMSAT Kota Dumai.
Petugas diharapkan untuk mengambil tanggung jawab sepenuhnya pada setiap langkah dalam proses pelayanan, mulai dari pemeriksaan dokumen hingga penerbitan produk layanan. Agar semua layanan yang disediakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada, sehingga masyarakat menerima layanan yang legal dan dapat dipercaya.
b. Adanya transparansi dalam proses pembayaran dan penerbitan dokumen di Kantor SAMSAT Kota Dumai.
Transparansi dalam proses pelayanan sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat memahami setiap tahapan pembayaran dan penerbitan dokumen. Informasi mengenai biaya, prosedur, dan waktu proses harus disampaikan secara terbuka dan jelas, sehingga masyarakat merasa aman dan yakin bahwa layanan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Terdapatnya mekanisme pelaporan yang jelas bagi masyarakat jika terjadi keluhan atau penyimpangan dalam pelayanan di Kantor SAMSAT Kota Dumai.
Kantor SAMSAT Kota Dumai menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat untuk melaporkan keluhan atau penyimpangan yang terjadi selama proses pelayanan. 
Berdasarkan pemaparan ke-tiga sub indikator diatas mengenai Akuntabilitas dalam Persepsi Mayarakat Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai. Selanjutnya dari hasil tanggapan responden terhadap ke-tiga sub indikator diatas dapat dilihat dari hasil tanggapan responden pada tabel V.8 berikut ini:
Tabel V.8
Tanggapan Responden Terhadap  Akuntabilitas
	No
	Sub Indikator
	Jumlah (Skor)

	1
	Pertanggungjawaban petugas dalam menghasilkan produk  layanan sesuai dengan legalitas layanan
	203

	2
	Transparansi dalam proses pembayaran dan penerbitan dokumen
	205

	3
	Mekanisme pelaporan yang jelas bagi masyarakat jika terjadi keluhan atau penyimpangan dalam layanan
	208

	Total Skor
	616


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2025

Bedasarkan pada Tabel V.8 diatas, diketahui dari sub indikator diperoleh skor yang merupakan hasil tanggapan responden, dimana sub indikator pertama memperoleh  skor sebanyak 203, untuk sub indikator kedua memperoleh skor sebanyak 205, dan sub indikator ketiga memperoleh skor sebanyak 208. Berdasarkan jumlah ketiga sub indikator tersebut selanjutnya dilakukan penjumlahan sehingga diperoleh total skor untuk akuntabilitas yaitu 616, dimana skor ini berada pada kategori baik.
Untuk melihat kriteria yang telah di tetapkan dari skor yang diperoleh tentang akuntabilitas dapat dilihat berdasarkan garis kontinum berikut ini:
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Berdasarkan garis kontinum diatas dalam penelitian yang dilakukan terhadap 74 responden dalam menanggapi indikator Akuntabilitas pada Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai berada pada kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor 616 dari rentang 519 - 666 dengan persentase 92,49%.
Selanjutnya untuk mengetahui secara jelas Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai yang dilihat melalui lima indikator yaitu efisiensi, efektivitas, responsivitas, kualitas layanan, dan akuntabilitas dapat diketahui melalui rekapitulasi yang disajikan dalam rekapitulasi data pada Tabel berikut:

Tabel V.9
Rekapitulasi tanggapan responden tentang Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai
	No
	Indikator
	Jumlah (Skor)

	1
	Efisiensi
	614

	2
	Efektivitas
	633

	3
	Responsivitas
	595

	4
	Kualitas Layanan
	622

	5
	Akuntabilitas
	616

	Total
	3.080


Sumber Data: Hasil Olahan Data Tahun 2025

Berdasarkan Tabel V.9 diatas dapat disimpulkan bahwa Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai dapat dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat dari 5 indikator yakni efisiensi dengan skor 614, Efektivitas dengan skor 633, Responsivitas dengan skor 595, Kualitas Layanan dengan skor 622, dan Akuntabilitas dengan skor 616.
Kenyataan ini terbukti dari penelitian dimana dari 74 responden terdapat total skor 3.080. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada garis kontinum dibawah ini. Adapun garis kontinum dapat dilihat, sebagai berikut:3.080
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	Berdasarkan garis kontinum diatas terhadap responden tentang 5 (lima) indikator dengan persentase 92,49. Hal ini diperhatikan dengan jelas bahwa Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai dikategori yang baik, karena berada pada rentang skor 2591 – 3.330.
C. Faktor pendukung dan penghambat Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai dimana penulis menemukan faktor pendukung serta faktor penghambat yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Faktor Pendukung
Faktor pendukung Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai yaitu:
a. Efektivitas, hal ini ditandai dengan adanya ketepatan waktu penyelesaian layanan sesuai jadwal, dan pelaksanaan yang sesuai SOP.
b. Kualitas Layanan, hal ini ditandai dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memberikan kenyamanan dan petugas yang profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
c. Akuntabilitas, hal ini ditandai dengan adanya pertanggungjawaban atas legalitas layanan dan transparansi dalam pembayaran.
2. Faktor Penghambat
Dalam Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai tentunya terdapat beberapa kendala. Dilihat dari Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai terdapat beberapa titik kelemahan yaitu:
a. Masih kurangnya Efisiensi pada proses pelayanan kepengurusan di Kantor SAMSAT, hal ini ini dapat dilihat dari prosedur pelayanan yang belum sepenuhnya mudah dipahami oleh masyarakat, dan penyesuaian biaya layanan.
b. Masih kurangnya Responsiveness memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini terlihat dari lambatnya respon terhadap pertanyaan atau keluhan masyarakat, kurangnya ketersediaan informasi yang mudah diakses mengenai prosedur pelayanan.


BAB VI

KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan tentang Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Hasil Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai berada pada kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari 5 indikator (Efieiensi, Efektivitas, Responsiveness, Kualitas Layanan, Akuntabilitas) dengan total responden 74 orang memperoleh total skor 3.080 dengan persentase 92,49%.
b. Faktor pendukung Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai ini di tandai dengan adanya ketepatan waktu penyelesaian, tersedianya sarana dan prasarana yang memberikan kenyamanan dan adanya transparansi dalam pelayanan. 
Sedangkan faktor penghambat Persepsi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Dumai adalah masih kurangnya efisiensi dalam proses pelayanan, hal ini dapat dilihat dari prosedur pelayanan yang belum sepenuhnya mudah dipahami oleh masyarakat dan penyesuaian biaya layanan. Selain itu, masih kurangnya responsiveness pegawai Kantor SAMSAT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang dapat dilihat dari dari lambatnya respon terhadap pertanyaan atau keluhan masyarakat dan kurangnya ketersediaan informasi yang mudah diakses mengenai prosedur pelayanan.
B. Saran 
		Berdasarkan faktor penghambat yang penulis jelaskan di atas ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan kepada pihak Kantor SAMSAT Kota Dumai di antaranya:
a. Disarankan kepada Kantor SAMSAT Kota Dumai lebih mengarahkan pegawainya agar lebih memberikan pelayanan yang ramah dan responsif kepada masyarakat yang melakukan pengurusan.
b. Disarankan kepada Kantor SAMSAT Kota Dumai untuk lebih memperhatikan kegiatan pegawai dalam melayani masyarakat yang akan mengurus kepengurusan dan dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai persyaratan dokumen dan prosedur pelayanan kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, dan media sosial, sehingga masyarakat lebih memahami dan dapat menyelesaikan dokumen sebelum pergi ke kantor SAMSAT.
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